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BAB I 

PENDAHULUAN
1.1   LATAR BELAKANG
Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
Selanjutnya dalam pasal 151 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD.

Renstra SKPD tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas  dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Berkaitan dengan terbentuknya OPD baru maka Renstra harus disusun   berdasarkan SOTK baru dan tugas fungsi OPD yang baru, yaitu berupa Renstra Revisi.
Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas  dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018. Adapun RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
Dengan tersusunnya Renstra Revisi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun  yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Good Governance  merupakan persyaratan bagi setiap  pelaksanaan pemerintahan untuk dapat  mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pedoman dan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab.

  Sejalan dengan itu, dan dalam rangka pelaksanaan UNDANG-UNDANG no 32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan memperhatikan UNDANG-UNDANG Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UNDANG-UNDANG Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana seluruh Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Daerah dalam bentuk RPJM, Permendagri No. 54 Tahun 2010 , maka Rencana Strategis (Renstra) OPD juga menjadi sangat penting karena sebagai pedoman penyusunan Renja OPD yang dilaksanakan setiap tahun anggaran berjalan.
Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:











Gambar 1.1

Alur Perencanaan Program dan Penganggaran
Dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari NKRI. 

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif , baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renstra OPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai dengan Renstra OPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam melaksanakan pembangunan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banyumas , mendasarkan pada :
1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme;

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana;

10. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang;

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
13. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;

14. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;

26. Peraturan Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

28. Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 

29. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

30. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
32. Permensos No. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

38. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun  2005-2025;

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  Tahun  2008- 2013;
43. Perda No. 10 tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

45. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1.1.1 Maksud

Penyusunan Renstra (Revisi) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan: 

a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun   (2013-2018) serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Dinsospermasdes  kepada Bupati;

b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2013– 2018;

c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

1.1.2 Tujuan 

Penyusunan Renstra Revisi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

a. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;

b. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ;

c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2013– 2018; 

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
e. Guna memberikan arah pedoman bagi Dinsospermasdes dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 5 Tahun anggaran  sesuai dengan tugas  dan fungsinya;
f. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.
1.2  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematikan penulisan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018, adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi OPD
2.2 Sumber Daya OPD
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB III
  ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/ L Dan Renstra Propinsi

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penetuan Isu – Isu Strategis

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,  STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi OPD
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD
4.3 Strategi Dan Kebijakan OPD
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,  DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

RPJMD

BAB VII
PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); dan    Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, tugas dan fungsi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :
TUGAS  Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan  bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
FUNGSI Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : 

a.
Perumusan Kebijakan umum kesekretariatan, bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
b.

Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
c.
Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang pelaksanaan tugas lain bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang pelaksanaan tugas lain yang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,  bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang pelaksanaan  Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa,Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

f. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan,  yang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,  bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

h Pelaksanaan fungsi kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari :

1)  Sub Bagian Perencanaan;

2)  Sub Bagian Keuangan:
3)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3.   Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari : 
1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
2) Seksi Rehabilitasi Sosial  
4.  Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari : 
1) Seksi Pemberdayaan Sosial 
2) Seksi Penanganan Fakir Miskin
  5. Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG) terdiri dari : 
1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 
2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
6.  Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari : 
1) Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan 
2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
3) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
7. UPTD

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakt dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Perda nomor 59  tahun 2016.




















2.2 Sumber Daya OPD
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal sebagaimana data berikut.

Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas kondisi bulan Januari Tahun 2017 berjumlah 76 orang yang terdiri dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 24 orang Tenaga Non PNS  / Harian Lepas.

PNS
PNS Berdasarkan eselon terdiri dari   :

· Pejabat eselon II.b
  : 1 orang



· Pejabat eselon III.a : 1 orang
· Pejabat Eselon III.b : 4 orang
· Pejabat eselon IV.a  : 12 orang
PNS Non Eselon terdiri dari :
· Fungsional Umum  : 37 orang
Jumlah PNS  Eselon dan Non Eselon :   52 orang 

Berdasarkan jenis kelamin dari 52 orang PNS ini terdiri dari :

· Laki-laki        : 31 orang

· Perempuan    : 21 orang

Tenaga Non PNS/Harian Lepas

· Tenaga Non PNS/Harian Lepas: 24 orang
Berdasarkan jenis kelamin dari 24 orang Non PNS  terdiri dari :

· Laki-laki     : 20 orang
· Perempuan : 4 orang
Berdasarkan pendidikan  dari 52 orang PNS tersebut terdiri  dari :

· S2     : 8 orang

· S1     : 19 orang

· D3     : 4 orang

· SLTA : 20 orang

· SLTP : 1 orang
· SD     : 1 orang

Berdasarkan pendidikan dari 24 orang Non PNS tersebut terdiri dari :

· S1     : 10 orang

· D3     : 3 orang

· SLTA : 8 orang

· SLTP  : 1 orang

· SD      : 2 orang

2) Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut  :
· Alat angkutan terdiri dari : sepeda motor barang inventaris berjumlah 39 unit (  39 operasional PNS ),  mobil roda empat berjumlah 10 unit  ( 7 unit, 3 unit pinjam pakai  )

· Tanah Bangunan terdiri dari : tanah bangunan kantor,  tanah bangunan Makam Pahlawan dan tanah bangunan Gudang.

· Bangunan gedung terdiri dari : bangunan kantor induk, bangunan ruangan bidang (4 bidang), bangunan aula, ruang PSKS (TKSK, Tagana, LK3), ruang Sekretariat PKH Kab., rumah singgah, gudang arsip.
· Alat-alat kantor dan Rumah tangga, terdiri dari : Mesin ketik ( 23 buah), Lemari besi ( 36 buah), Filling kabinet (37 buah), Brankas ( 4 buah), Lemari kaca ( 10 buah), LCD ( 7 buah ), meja biro ( 71 buah ), meja ½ biro ( 29 buah ),  kamera digital ( 10 buah ), Komputer PC ( 27 unit ), laptop ( 44 unit ), printer ( 53 unit ).

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD
Kinerja Pelayanan OPD tidak lepas dari Standar layanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standar Pelayanan Minimal mempedomani  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, Peraturan Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Permendagri dan Permensos akan direncanakan  target  Pencapaian tahunan SPM tingkat Kabupaten. Untuk periode SPM adalah tahun 2008-2015. Namun demikian karena Perionde RPJMD/Renstra di kab. Banyumas adalah Tahun 2013-2018, sehingga target pencapaian tahunannya adalah tahun 2014-2018 yang di dalamnya masuk dalam target SPM Nasional untuk Kab./Kota yaitu tahun 2018. Sedangkan tahun 2016-2018 merupakan kelanjutan dari periode akhir pencapaian SPM semestinya tetap dilaporkan pencapainnya sampai menunggu Permensos yang baru tentang SPM Bidang Sosial.
Di bawah ini Ditampilkan tabel indikator SPM Kab./Kota berdasarkan Permensos No. 129/HUK/2008.

Tabel 2.1.
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH  KABUPATEN/KOTA.
	No 
	Jenis Pelayanan Dasar & Sub kegiatan 
	Standar Pelayanan Minimal 
 
	
	Batas 
Waktu 
Pencapaian 
	Satuan 
Kerja/ 
Lembaga 
Penanggung Jawab 
	Ket 

	
	
	Indikator 
	Nilai 
	
	
	

	1 
	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial 
a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota. 

b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.. 

 
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. 

 
	80 % 

80% 

 
	2008-2015 

2008-2015 

 
	Dinas/ Instansi 

sosial 

Dinas/ Instansi 

sosial 

 
	 

	2 
	Penyediaan sarana dan prasarana sosial 
a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota. 

b. penyediaan  sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota.  

 
	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.  

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosia berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 

 
	80% 

60% 
	2008-2015 

2008-2015 
	Dinas/ Instansi 

sosial 

Dinas/ Instansi 

sosial 

 
	 

	3 
	Penanggulangan korban bencana 
a. bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota. 

b. evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota. 

 
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. 

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.  
 
	80% 

80% 
	2008-2015 

2008-2015 
	Dinas/ Instansi 

sosial 

Dinas/ Instansi 

sosial 

 
	 

	4 
	Pelaksanaan dan 
pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial 
- penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota. 
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. 

 
	40% 

 
	2008-2015 

 
	Dinas/ Instansi 

sosial 

 
	 


Berdasarkan tabel indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut diatas target pencapaian SPM dalah selama rentang waktu 2008-2015 atau 8 tahun. Target penanganan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial, bantuan sosial bagi korban bencana, evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota adalah 80%. Sedangkan target Sarana prasarana panti sosial skala kabupaten /kota adalah 80%, sarana dan prasarana luar panti skala kabupaten/kota adalah 60%.  Target jaminan sosial bagi penyandang fisik dan mental serta lansia non potensial skala kab/kota adalah 40%. 
Pencapaian target akan berkaitan erat dengan kebijakan kabupaten/kota dalam menangani urusan sosial yaitu berkaitan dengan kebijakan umum dan anggaran Kab./Kota. Apabila pimpinan daerah memprioritaskan urusan sosial pada masa kepemimpinannya, maka urusan sosial khususnya berkaitan dengan penganan PMKS dan kemiskinan akan segera tuntas. Namun apabila tidak/kurang menjadi prioritas maka penanganan permasalahan sosial akan menjadi terhambat dan lama.

Target pencapaian SPM urusan sosial sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.2

INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (URUSAN SOSIAL)

KABUPATEN BANYUMAS
	NO
	JENIS PELAYANAN DASAR
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
	BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL             (Tahun)
	KONDISI AWAL
	RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)

	
	
	INDIKATOR
	Nilai
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	 
	 
	 
	 
	TARGET
	REALISASI
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I
	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 
	1
	Persentase (%) PMKS  yang memeperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
	80%
	2008- 2015
	100%
	76.79%
	73.42%
	73.70%
	77.47%
	79.25%
	79.25%
	80.00%

	II
	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial 
	2
	Persentase (%) PMKS  yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KU BE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
	80%
	2008- 2015
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III
	Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial 
	3
	Persentase (%) panti sosial  yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
	80%
	2008- 2015
	100%
	100.00%
	63.00%
	63.00%
	67.00%
	67.00%
	67.00%
	67.00%

	IV
	Penyediaan sarana dan prasarana luar panti sosial 
	4
	Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial
	60%
	2008- 2015
	85.00%
	85.00%
	85.00%
	85.00%
	85.00%
	85.00%
	85.00%
	85.00%

	V
	Bantuan sosial bagi korban bencana 
	5
	Persentase (%) korban bencana  yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	80%
	2008-2015
	46.00%
	46.00%
	80%
	84%
	88%
	85%
	84%
	82%

	VI
	Evakuasi korban bencana 
	6
	Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
	80%
	2008-2015
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -

	VII
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Penyelenggaraan jaminan sosial
	7
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
	40%
	2008-2015
	1.87%
	1.87%
	1.87%
	2.24%
	2.49%
	2.74%
	3.01%
	3.31%


Berdasarkan target SPM Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel diatas, target pencapaian tidak terlalu tinggi sebagaimana target SPM sebagaimana  Permensos No. 129/HUK/2008 dikarenakan kebijakan untuk urusan sosial masih belum menjadi prioritas utama Kab. Banyumas. Dalam waktu periode kepemimpinan kedepan diharapkan adanya perubahan kebijakan umum daerah agar urusan sosial menjadi prioritas, karena merupakan urusan wajib dasar.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan SPM maupun Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan oleh Pemerintah RI telah melaksanakan tugas berdasarkan target indikator kinerja sebagaimana berikut ini :
a. Urusan Sosial
Kinerja Makro Urusan Sosial antara lain jumlah sarana sosial, penanganan dan bantuan bagi PMKS, penanganan korban bencana serta pemberdayaan serta jaminan sosial.
Tabel 2.3.

Kondisi Kinerja Makro Urusan Sosial  

Di Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2012
	No.
	Kondisi
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Sarana Sosial (bh)
	16
	16
	16
	16
	16

	2
	Peningkatan penanganan kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
	
	35
	21,8
	30,74
	50,3

	3
	Korban bencana alam yang mendapat bantuan sosial (org)
	
	105
	543
	229
	1400

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Indikasi pencapaian kinerja makro th. 2008 s.d. 2012 sebagaimana tersebut diatas masih menunjukan belum masksimalnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sehingga pada periode renstra berikutnya diharapkan penanganan terhadap PMKS akan lebih menjadi prioritas kebijakan daerah, sehingga penanganan akan menjadi lebih tuntas.
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, LPM berprestasi,  PKK   aktif,   Posyandu   aktif,   Swadaya  Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat. Jumlah LSM selama tahun 2008 - 2012 menunjukkan peningkatan menjadi 161 ormas pada tahun 2012 dari 69 pada tahun 2008. Jumlah swadaya masyakat dalam program pemberdayaan masyarakat juga terjadi peningkatan yang sigfinikan dari Rp.1.916.801.000,00 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.6.160.000.000,00 pada tahun 2012. Kondisi urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.6. 

Tabel 2.4.

Kondisi Kinerja Makro Urusan  Pemberdayaan Masyarakat

Di Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2012
	No.
	Kondisi
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (kelompok) 
	35,67
	35,89
	36,35
	36,62
	36,81

	2.
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)
	102,13
	104,95
	106,69
	110,31
	113,60

	3.
	Jumlah LSM (unit)
	69
	79
	80
	107
	161

	4.
	LPM  Berprestasi (unit)
	-
	0,6042
	0,9063
	0,3021
	0,9063

	5.
	PKK aktif (unit)
	6,716
	6,976
	7,104
	7.438
	7.746

	6.
	Posyandu aktif (unit)
	2.430
	2.466
	2.444
	2.479
	2.499

	7.
	Swadaya Masyarakat (.000 rupiah) terhadap Program pemberdayaan masyarakat 
	1.916.801
	12.007.210
	2.947.897
	3.186.216
	6.160.000

	8.
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Program)
	3
	4
	4
	4
	4


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinsospermasdes memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi.

Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya

Analisis SWOT terbagi dalam dua jenis, yakni analisis lingkungan dan analisis institusional.

1. Analisis lingkungan bertujuan melihat peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan luar. Dalam hal ini, yang bisa dikenali adalah peluang dan ancaman.

A. TANTANGAN / ANCAMAN
Ancaman (threats): kondisi di luar organisasi yang potensial melemahkan , meliputi antara lain :
1. Meningkatnya populasi penyandang masalah social lebih cepat dibanding penanganannya;
2. Masih terbatasnya kapasitas daya tampung panti /  unit  Rehabilitasi  Social di bandingkan jumlah PMKS yang dikirim / dirujuk;
3. Belum diputuskannya kebijakan mengenai pembiayaan kesehatan bagi PMKS terlantar ataupun yang belum mempuyai KTP/KK;
4. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses pembangunan;

5. Desa masih belum mandiri, dan masih bergantung pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya Pendapatan Asli Desa;

6.  Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;

7. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya belum optimal;
B.  PELUANG
Peluang (opportunities): apa saja yang memberi kemungkinan adanya perbaikan atau penguatan organisasi meliputi antara lain : 
1. Mengaktifkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan Orsos , LSM, PSM dalam penanganan masalah social 

2. Memfasilitasi ketrampilan penanganan social bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah social.

3. Menggalang kemitraan dan dana sosial melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) dari kalangan pengusaha di Kab. Banyumas untuk membantu penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Social (PMKS)  serta meningkatkan kesadaran warga masyarakat melalui upaya sosialisasi dan publikasi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia berupa WC, tempat duduk dan angkutan umum yang secara khusus diperuntukan bagi penyandang cacat dan lansia serta pendirian Panti maupun rumah singgah.
5.  Potensi SDM serta perempuan dalam pembangunan.

6. Tersedianya advokasi, fasilitasi dan mediasi terhadap program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus, termasuk pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan   kesatuan      dan       persatuan,      sehingga     dapat meningkatkan peranan masyarakat dan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. 

7. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan masyarakat  perempuan dan perkembangan kependudukan

8. Banyaknya lembaga donor untuk pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta perlindungan anak dan remaja.

9. Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, masyarakat, perempuan serta perlindungan anak dan remaja dan keluarga berencana.

2. Analisis institusional diarahkan pada identifikasi kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi.

A. Kekuatan (strenghts) : apa saja yang dapat memberi keuntungan atau aset bagi Program Pelayanan Sosial dan Program Pemberdayaan Masyarakat  meliputi antara lain :
1. Masih adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baik di bawah koordinasi Pemerintah maupun swasta
2. Masih tingginya partisipasi /peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Adanya dukungan dana dalam APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten

4. Adanya dukungan politik dari wakil rakyat daerah
B. Kelemahan (weakness): karakteristik atau sifat internal yang merugikan organisasi meliputi antara lain : 

1. Belum maksimalnya koordinasi pemerintah dengan potensi sumber kesejahteraan sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial ataupun antar potensi sumber Kesejahteraan Sosial sendiri. 
2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan kurangnya koordinasi SKPD Provinsi dan Kab/Kota. 

3. SDM aparat yang kurang profesionalis dan rendahnya pengetahuan aparat pemerintahan desa/kelurahan.

4. Motivasi dan etos kerja staf masih rendah

5. Pengawasan Melekat masih rendah

6. Terbatasnya porsi anggaran dibanding dengan sasaran program yang akan dilaksanakan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS  DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD
Pembangunan Bidang Sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal.
Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakt dan Desa adalah :
1. Belum optimalnya partisipasi pelayanan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat oleh aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama lembaga-lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan dan penyelesaian  masalah PMKS lainnya.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanganan sosial dan potensi sumber daya alam serta teknologi tepat guna.

4. Belum adanya sarana rehabilitasi sosial milik Pemerintah di Kabupaten Banyumas.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi Kabupaten Banyumas yang hendak dicapai pada tahun 2013-2018  adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten  Banyumas Tahun 2013-2018 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.      

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.  

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai.

Berkaitan dengan misi Kabupaten, misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkaitan dengan misi kesatu, ketiga dan misi keenam Kabupaten yaitu:

Misi ke satu : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipasi dan inofatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.

Terkait dengan Dinsospermasdes adalah pelayananan bagi  masyarakat PMKS dan masyarakat desa/kelurahan.
Misi ke tiga : Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.  
Terkait dengan Dinsospermasdes adalah adanya pengembangan potensi lokal, pasar desa dan pengembangan kawasasan pedesaan.    
Misi ke enam : Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.

Terkait dengan Dinsospermasdes adalah persoalan pelayanan sosial kepada masyarakat, penanganan kemiskinan, serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di kawasan pedesaan.
Faktor Pendorong dan penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian visi misi bupati dapat dilihat pada tabel berikut : 
Table 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Visi: 
Terwujudnya Pemerintah Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa


	No
	Misi 

KDH dan Wakil KDH terpilih
	Permasalahan Pelayanan OPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
1.1
	Misi 1 :

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
	Kualitas birokrasi yang belum maksimal
	Masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya birokrasi yang profesional,bersih dan partisipatif
	Peraturan-peraturan perundangan yang mendukung good governance

	2
	Misi 2:

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas
	Layanan pendidikan yang mahal, demikian pula layanan kesehatan masih cukup mahal serta  jaminan kepada penduduk banyumas belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga dinsospermasdes dalam hal ini dapat memfasilitasi rekomendasi bagi penduduk miskin agar memperoleh hak kebutuhan dasarnya
	Belum maksimalnya dukungan eksekutif di bawah Bupati mengenai kesuksesan misi ini
	Dukungan dari Bupati terpilih dan Partai pengusung dan adanya amanat peraturan perundangan yang mendukung program kesehatan dan pendidikan

	3
	Misi 3:

Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
	Masih minimnya perhatian dan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan ekonomi perdesaan dengan berbasis komoditi sektor pertanian sehingga dinsospermasdes bisa menjadi memfasilitasi dalam hal pengembangan pusat-pusat unggulan eknomi perdesaan serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya sektor-sektor ekonomi pedesaan berbasis pertanian dan rendahnya animo masyarakat untuk terjun di bidang pertanian
	Teknologi dan modernisasi pertanian akan menjadi salah satu solusi terobosan di bidang pertanian

	4
	Misi 4:
Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah
	Masih rendahnya daya saing agribisnis dan usaha mikro, karena masih rendahnya perhatian dan dukungan dari pemerintah, sehingga dinsospermasdes dapat memfasilitasi dalam hal pengembangan daya saing agribisnis dan usaha mikro serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya daya saing agribisnis dan UMKM dan masih rendahnya SDM masyarakat dalam bidang agribisnis dan UMKM
	Regulasi pemerintah yang mendukung sektor agribisnis dan UMKM seperti adanya bantuan kredit PNPM mandiri dan diharapkan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan SDM pelaku agribisnis dan UMKM
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	Misi 5:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat
	Masih banyak infrastruktur yang belum menunjang bagi pembangunan daerah diantaranya infrastruktur jalan yang  rusak dan infrastruktur lainnya seperti bangunan sekolah dan puskesmas, sehingga Dinsospermasdes berpihak kepada masyarakat dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah pedesaan
	Masih kurang maksimalnya perencanaan pemda mengenai pengelolaan dan peningkatan infrastruktur daerah yang memadai untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi dan layanan lainnya
	Dukungan dari Bupati KDH terpilih dan anggota DPRD demi terwujudnya infrastruktur daerah yang baik serta memadai
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	Misi 6 :

Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan
	Masih belum meratanya pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, sehingga Dinsospermasdes dapat membuat program yang berrpihak kepada masyarakat desa dalam hal penciptaan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih kurang maksimalnya perencanaan pemda mengenai kesejajaran dan keadilan pembangunan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
	Dukungan dari Bupati KDH terpilih dan anggota DPRD untuk terwujudnya kesejajaran antara kawasan perkotaan dan perdesaan
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	Misi 7:

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa
	Masih perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, memiliki keimanan dan toleransi antar umat beragama, sehingga Dinsospermasdes  dapat turut serta dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan adanya toleransi antar umat beragama serta pengawasan terhadap pelaksanaanya
	Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian 
	Dukungan dari Bupati KDH terpilih dan anggota DPRD untuk terwujudnya  tatanan masyarakat yang berbudaya dan berkepribadian dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal

	
	
	
	
	


Kebijakan umum pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2013-2018, program pembangunan daerah merupakan kumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan  program pembangunan daerah sekurang-kurangnya mengakomodir program prioritas  kepala daerah terpilih. Berkaitan dengan Dinsospermasdes Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018 sebagai penjabaran  visi dan misi dan sasaran pada misi ke 1, 3 dan ke 6 yaitu :
1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
1). Program Pengembangan Data/Informasi;
2). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3). Program Kerjasama Pembangunan;
4). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan;
5). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6). Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
7). Program Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
8). Program Pengembangan Penelitian Daerah. 
9). Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.
10). Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
11). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
12). Program Peningkatan Akuntabilitas, Tranparansi Berbasis Teknologi.
13). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
14). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

15). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

16). Program Pengelolaan Aset Daerah.

17). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

18). Program Penataan Administrasi Kependudukan.

19). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
20). Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
21). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
22). Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
23). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
24). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
25). Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.
26). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
27). Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
28). Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
29). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
2). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
3). Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
4). Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
5). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
6). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
7). Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
8). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
9). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
10). Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
11). Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
12). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
13). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan.
14). Program Pengembangan Agribisnis.
15). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.
16). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan.
17). Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.
18). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
19). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
20). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
21). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
22). Program Pengembangan Kemitraan.
23). Program Pengembangan Industri Kecil Menengah. 
24). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
25). Program Penguatan Kelembagaan Sektor Industri.
26). Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
27). Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan

1). Program Perencanaan Tata Ruang.

2). Program Pemanfaatan Tata Ruang.

3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5). Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian.

6). Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
7). Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

8). Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 

9). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

10). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

11). Program Pembinaan Anak Terlantar.

12). Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

13). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

14). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial,

15). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

16). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.

17). Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

18). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

19). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

20). Program Keluarga Berencana.

21). Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

22). Program Pelayanan Kontrasepsi.

23). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.
24). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Melihat visi, misi,  serta program seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa program yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas sudah  bagus, namun harus dicermati bahwa pelaksanaannya  harus didukung dengan master plan ataupun rencana teknis yang disusun secara matang, atau lebih tepatnya semacam cetak biru dari program ataupun kegiatan dimaksud. Demikian pula target kinerja dapat diukur secara kuantitatif baik jenis maupun jumlahnya, karena dengan ukuran kuantitas tersebut dapat menggambarkan target yang akan diperoleh dalam 5 tahun ke depan. Disamping pula adanya pengukuran kualitatif terhadap program dimaksud. 

Kejelasan target kinerja sangat diperlukan  untuk menindaklanjuti program yang tertuang dalam RPJMD, sehingga dalam masa periode RPJMD sampai dengan akhir periode akan dapat diukur capaian hasil dari target kinerja dimaksud. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dan DPRD untuk menerapkan intruksi dan kebijakan jika target yang ditetapkan tidak tercapai. Adanya laporan capaian hasil ini juga sebagai dasar untuk LKPJ -LPPD  Bupati pada tiap akhir tahun anggaran. Jikalau ukuran kuantitatif tidak ada, maka akan berdampak  kepada tidak jelasnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala OPD terkait beserta bawahannya sebagai pelaksana program dari Bupati Kepala Daerah. Sehingga perlu adanya konsekwensi dari jabatan yaitu berupa reward maupun punishment dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala OPD maupun pejabatnya di bawahnya dapat diterapkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin tercapainya target kinerja dimaksud.
Dengan adanya masterplan maka diharapkan semua program yang ada akan dapat berjalan dengan baik dan terarah, sehingga target dari program yang tertuang dalam  RPJMD akan tercapai. Tentunya dengan tercapainya program akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan bukti terhadap keberhasilan pemerintahan. Selain itu harus didukung dengan regulasi yang  bisa mendukung tercapainya program kerja dari Kepala Daerah. Bentuk regulasi dimaksud adalah Perda yang bisa mendukung dan menopang berjalannya program dari Bupati terpilih.  Dinsospermasdes berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan fungsinya di bidang pelayanan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat desa sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat.
Hal seperti tersebut diatas untuk menjadi perhatian para pelaku kebijakan di daerah untuk bisa mencermati dan menindaklanjutinya dengan regulasi dan pelaksanaanya, sehingga pembangunan yang diharapakan sesuai visi dan misi dapat tercapai secara maksimal.

Kita juga harus mencermati program-program yang tertuang dalam RPJMD  dengan cara menelaah satu persatu.
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROPINSI  
3.3.1  Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementrian Transmigrasi / Desa Tertinggal
Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun  Renstra Tahun 2010 – 2014  dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

1.  Program pemberdayaan sosial  kegiatannya meliputi :

· Pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 
Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan  kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.
· Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. 
KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. 
Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

· Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.

· Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.

· Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.

· Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.

· Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).

· Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.

· Perlindungan dan advokasi sosial KAT.

· Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.

· Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.

·  Monitoring dan evaluasi.
· Pemberdayaan Keluarga.

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin yaitu memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. 
Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.
· Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
· Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan.

 Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS), menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

(1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima   penghargaan.

(2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkatnasional.

(3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).

(4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintiskemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.

(5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
(6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program rehabilitasi sosial 
· Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar,anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA)..

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan  kesejahteraan sosial anak : seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini kembangkan adalah sebagai berikut :

(1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak. Upaya ini diarahkan   untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.

(2)  Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.

(3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi penganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.

(4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.

(5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu  pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan  kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.

(6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.
· Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.
· Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem: 

(1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, 

(2) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), 

(3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. 
Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk  meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.
· Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tuna Sosial.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tuna susila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang Tuna Sosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tuna susila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.
· Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza ( narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional.

Dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi   antar instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.
Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

(1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.

(2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia. 

(3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.

(4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yangtelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.

(5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.

(6)  Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.

(7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.

(8)
Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).

(9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

(10)Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.

(11)Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.

(12)Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.
3. Program perlindungan dan jaminan sosial

· Bantuan sosial korban bencana alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/baffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;

b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka   percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);

c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;

d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). 

· Bantuan sosial korban bencana sosial.

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penangana bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :
(1) Pra Bencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”

b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum saresehan dengan tokoh masyarakat lokal.
c) Penanganan implementasi MoU antara Pemerintah RI dan GAM dari tahun 2005 hingga tahun 2009 melalui kegiatan Reintegrasi Aceh.

(2) Tanggap Darurat

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban  bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

(3)  Pasca Bencana

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.
· Bantuan Tunai Bersyarat.

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). 
Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.
4. Program asuransi kesejahteraan sosial. 

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). 
Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.
5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai ke-imigrasi-an tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. 
Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
6. Program penyelenggaraan undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.
7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). 
Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.
8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. 
Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2010-2014, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

(1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional,  maupun nasional.

(2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2010-2014.

(3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2010-2014.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas telah menyusun program kerja 13 ( tiga belas ) program  beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta  mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Revisi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas  tahun 2013-2018. 

Urusan Pemberdayaan masyarakat
Dalam dokumen Renstra ini visi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia", sedangkan misinya adalah Dalam dokumen Renstra ini visi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia", sedangkan misinya adalah :
1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Kementrian Dalam Negeri merumuskan 13 (tiga belas) program strategis sebagai berikut .
1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Urnum
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah
5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
6. Program Bina Pembangunan Daerah
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8. Program Pendidikan Kepamongprajaan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Dalam Negeri
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Dalam Negeri
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Dalam Negeri
12. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
13. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
Dari 13 program tersebut ada dua program yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dan dalam hal ini terkait erat dengan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah adalah  Program 7 : Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
1. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Deşa dan
Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Deşa lingkup Regional.
Dalam Renstra Kementerian Deşa dan PDTT tercantum bahwa Pembangunan Deşa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan,dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah deşa di Indonesia meningkat pesat, dengan trend pertumbuhan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 jumlah deşa sebesar 61.409 desa, kemudian menjadi 67.211 deşa di 2008, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 74.045 desa, tersebar di seluruh penjuru nusantara dengan laju Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per semester I Bulan Juni 2014,Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pertumbuhan rata-rata sebesar 2,29 persen atau 1.409 deşa per tahun. Akan tetapi, semakin meningkatnya jumlah deşa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Berdasarkan data BPS, pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada di perdesaan atau 14,17 persen. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Masyarakat deşa yang bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 57 persen pada tahun 2012, dengan tingkat upah bulanan relatif rendah yaitu sebesar Rp.628.364, dibandingkan di masyarakat di perkotaan sebesar RP 754.779). Tingginya alih fungsİ lahan, rendahnya tingkat prodüktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu turut memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.
Kondisi ini selanjutnya memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bisa diberdayakan menjadi "kekuatan besar" yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dengan disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan;
(2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desadesa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan asas pengakuan (rekognisi) atas keberagaman desa pada urutan terdepan, sebagai konsekuensi dari fakta sejarah bahwa terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di
Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Negri di Ambon dan sebagainya pada mula pendirian negara Republik Indonesia. Pengakuan tersebut bermakna dihormatinya kedudukan istimewa berbagai kesatuan masyarakat hukum dimaksud berikut pengakuan hak-hak asal usulnya. Selanjutnya, undang-undang menetapkan kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan lokal desa. Melalui asas subsidiaritas, desa diberikan ruang pengambilan keputusan bersama untuk mendefinisikan siapa diri mereka, memetakan apa permasalahan yang mereka hadapi, dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki guna mengatasi masalah desa dan
menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran desa. Pembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalam RPJPN 2005—2025, diarahkan untuk mewujudkan Misi Pembangunan Yang Lebih Merata
Dan Berkeadilan melalui pengembangan agroindustri berbasis pertanian dan kelautan, di dukung kapasitas sumber daya manusia dan modal sosial perdesaan, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan, akses kepada informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi, serta intervensi kebijakan yang berpihak kepada produk pertanian perdesaan nasional. Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Bangsa Yang Berdaya Saing, melalui modernisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, kelautan dan pertambangan, yang didukung dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan; pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan. Lebih rinci, arah pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 20 Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desa sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; peningkatan pelayanan masyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur, ekonomi perdesaan, dan teknologi tepat guna; serta peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
Sedangkan isu strategis terkait dengan urusan Pemberdayaan dan Desa antara lain:
1.  Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.

2.  Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.

3.  Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.

4.  Selaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5.  Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.

6.  Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalamproses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
3.3.1  Telaahan Renstra Propinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah Dinas Sosial Propinsi telah menyusun  Renstra Tahun 2013 – 2018  dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Dinas Sosial Propinsi adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan 

adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI 
“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi yaitu: 

1. Misi I : 

Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. 

2. Misi II : 

Mewujudkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
yang 

berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. 
3. Misi III : 

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Prov.Jateng yang bersih, jujur dan transparan, "mboten korupsi, mboten ngapusi". 

4. Misi IV : 

Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. 

5. Misi V : 

Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

6. Misi VI : 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan dasar masyarakat. 

7. Misi VII : 

Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan. 

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian 2 (dua) misi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni misi II yang terkait dengan dukungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan  misi IV yang terkait dengan dukungan dalam memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.  

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang hahus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.  
Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula  sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar palayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.
Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah “MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL” . Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, termasuk melaui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.  

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yakni: 
a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial; 

d. Mengembangkan 
dan 
memperkuat 
sistem 
penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial; 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sasaran target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial, sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3.2.  
SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL  
TAHUN 2013 – 2018 
	No 
	Sasaran 
	Indikator Sasaran 
	
	Target Kinerja 
	
	Target Akhir 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	1. 

	Penanganan PMKS 
	Jumlah PMKS yang mendapat kan penanganan  
	33.712 
	34.807 
	35.352 
	35.147 
	34.337 
	173.35 5 

	2. 
	Pemberdaya an PSKS 
	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan 

PMKS dan 

UKS 
	2.298 
	2.368 
	2.468 
	2.508 
	2.558 
	12.200 

	3. 
	Peningkatan 

Kualitas 

Layanan 

Balai 

Rehabilitasi 

Sosial 
	Jumlah Balai Rehabilitasi 

Sosial 
milik Provinsi yang mendapat kan peningkatan 

sarana 
dan prasarana 
	10 
	12 
	12 
	12 
	12 
	58 


Secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut: 

1. MISI 1 : 

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial  PMKS;  TUJUAN: 

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar. 

b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat). 

c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.  

2. MISI 2 : 

Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);  TUJUAN: 

a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.  

b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).  

c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.  

3. MISI 3 : 

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial; TUJUAN : 

a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.  

b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah. 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.  

4. MISI 4 : 

Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;  

TUJUAN : 

a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder  dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

c. Meningkatkan  kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat  dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. 

5. MISI 5 : 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

TUJUAN : 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

c. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial. 

Strategi dan Kebijakan. 
 Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 (tiga) pendekatan yakni: 

1. Pendampingan dan Perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan. 

2. Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan. 

3. Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS. 

Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangka Sasaran target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial. 

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-3018, dapat diketahui tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :
1. Misi ke - 2 (Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinandan Pengangguran), padaTujuan point (a)
Menurunkan jumlah penduduk miskin dengan sasaran point (a) Menurunnya angka kemiskinan; tujuan point (e) Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan, dengan sasaran point (f) Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan.
2. Misi ke- 3 (Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan ProvinsiJawa Tengah yang Bersih, Jujur danTransparan, "MbotenKorupsi, Mboten Ngapusi") pada tujuan poin (a) Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, dengan sasaran point (a) Meningkatnya kinerja tatakelola pemerintahan provinsi.
3. Misi ke - 5 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pada tujuan : 1) meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunandan 2) meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat, sertasasaran 1) meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
Berdasarkan uraian keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 — 2018 dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, jelas terlihat bahwa Dispermadesdukcapil memiliki peran yang strategis dalamperwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan akan diarahkan pada pencapaian Visi "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" khususnya pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dispermasdesdukcapil.
Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 4 program yang meliputi :
1. Indikator kinerja untuk Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa meliputi Jumlah LPMD/K yang dilatih, Jumlah KPM yang dilatih, Jumlah Pengurus/ Anggota BPD yang dilatih dan Jumlah Desa Mandiri.
2. Indikator kinerja untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat meliputi Jumlah kelompok masyarakat peduli kearifan lokal yang aktif , persentase PKK aktif di kab/kota dan jumlah posyandu model/ integrasi yang dibina (unit).
3. Indikator kinerja untuk program Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yang meliputi jumlah UP2K Aktif, jumlah BUMDes yang terfasilitasi, jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa (IEM) yang difasilitasi untuk berbadan Hukum seperti (UP2K-PKK, UED-SP).
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.4.1 Telaahan Tata Ruang Wilayah

1. Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten 


Uraian rinci program ini dalam RTRW adalah rencana pengembangan jalan kabupaten. Rencana ini utamanya adalah adanya pengembangan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

Rencana-rencana pengembangan tersebut tentu saja akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sehingga di masa yang akan datang perlu dikurangi dampak negatifnya. Lebih lengkapnya rencana pengembangan jalan dapat dilihat pada gambar 4.4.

2. Pengembangan Terminal Angkutan Penumpang

Program pengembangan terminal angkutan penumpang dalam RTRW Banyumas tahun 2011-2031 ini dianggap sebagai program yang penting dan harus dikaji karena seuai dangan isu-isu strategis yang mencakup isu kesenjangan sosial, infrasturktur, pencemaran dan keusakan lingkungan. Kjian ini dilakukan karena program ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kesenjangan sosial, infrastruktur, pencemaran kerusakan lingkungan, seperti dapat membuka akses perekonomian dan meningkatkan kualitas perekonomian dari daerah yang kurang bekembang, pemerataan pertumbuhan penduduk, ketidakteraturan pembangunan perumahan, meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan, sekaligus juga dapat meningkatkan pencemaran lingkungan ( sampah, polusi udara) disekitar terminal sehingga berpotensi meningkatkan vektor penyakit. Pengembangan terminal ini ditemukan didalam RTRW Kabupaten Bnyumas tahun 2011-2031 yang meliputi : 

A. Pengembangan terminal penumpang Tipe A di Perkotaan Purwokerto;

B. Pengembangan terminal penumpang Tipe B meliputi :

1. Kecamatan Ajibarang; dan

2. Kecamatan Wangon;

C. Pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi : 

1. Kecamatan Sokaraja;

2. Kecamatan Patikraja;

3. Kecamatan Karanglewas;

4. Kecamatan Purwojati; dan

5. Kecamatan Banyumas

3. Rencana Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air

Dalam RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 disebutkan bahwa program atau kebijakan pengembangan jaringan sumberdaya air baik untuk kepentingan rumah tangga maupun pertanian dalam skala luas. Kegiatan tersebut sangat penting bagi upaya pemenuhan kebutuhan air, namun demikian dapat pula membawa berbagai dampak negatif seperti ahli fungsi lahan, kerusakan lingkungan akibat pembangunan sarana prasarana, dan distribusi sumber daya air yang tidak merata khususnya wilayah perdesaan yang seringkali mengalami fase kelangkaan air dimusim kemarau. Oleh karena itu, program pengembangan jaringan sumber daya air dipilih karena relevan dengan program RPJMD yaitu Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. Adanya potensi dampak negtif yang ditimbulkan oleh program tersebut memerlukan kajian isu-isu strategis dalam kesenjangan sosial, infastruktur, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh program tersebut. 

4. Rencana Detil Kawasan Strategis


RTRW Nasional dan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan beberapa kawasan strategis, dan/atau lingkungan). Kawasan strategis Kabupaten Banyumas meliputi : 

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan strategis dari sudut nasional dan provinsi di Kabupaten Banyumas. Selain kawasan-kawasan tersebut, RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 telah menetapkan beberapa kawasan lagi yang dipandang stategis bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan klasifikasi kawasan stategis sesuai UU No. 2/2007 tantang Penataan Ruang. Kawasan strategis kabupten, menurut UU tersebut, adalah “wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budayakepentingan sosial dan budaya;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di kawasan strategis tersebut di atas dapat memberikan dampak pada daerah itu sendiri dan disekitarnya baik dari sisi kesenjangan sosial, infrastruktur maupun pencemaran dan keruskan lingkungan.
Pembagian kawasan yaitu :
1.KAWASAN LINDUNG

2.KAWASAN BUDIDAYA

3.Penetapan dan perwujudan PKW, PKL, PPK dan PPL.

4.Rencana Jaringan Transportasi

     5.Pengendalian Ruang Wilayah

     6.Rencana Sistem Jaringan Sistem dan Energi

     7.Pengembangan Wilayah Kota Purwokerto dan Kawasan Perdesaan
     8.Perwujudan Kawasan untuk Permukiman

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya. Peraturan pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan KLHS yang lebih teknis dan spesifik. 

Saat ini, kondisi lingkungan hidup di Indonesia masih menunjukkan degradasi seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan sumber daya alam hingga bencana lingkungan. Upaya tata kelola lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum optimal menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Sebabnya, berbagai persoalan lingkungan hidup terbatas pada tataran kebijakan, rencana atau program. Lantaran demikian, persoalan lingkungan hidup memerlukan integrasi kebijakan dan implementasinya.

KLHS merupakan upaya terobosan dalam skema analisis sistematis yang komprehensif, berkesinambungan dan partisipatif agar prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program. “Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah mengenai KLHS dan untuk ditetapkannya PP KLH.

Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam rincian penyusunan atau evaluasi Rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta mengambil kebijakan, rencana dan program (KRP) terkait lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32/2009 telah mengamanatkan untuk ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai KLHS.
Dengan informasi diatas bahwa diperlukan sekali adanya Kajian lingkungan Hidup Strategis termasuk dalam hal ini di daerah, sehingga pembangunan tidak akan melampaui daya dukung lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk memberikan sumber alam dan kehidupan bagi manusia dan makhuk yang ada di dalamnya. Keseimbangan lingkungan hidup hayati sangat diperlukan untuk keperluan pembangunan generasi berikutnya.
3.4.2.1 Gambaran Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup


Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyumas telah diintifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (2008-2013) sebagai berikut :
1. Masih banyaknya jumlah rakyat miskin.

Presentasi kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih tinggi walaupun menunjukkan penurunan, yaitu 20,20 % (314,1 ribu orang) pada 2010, menurun dibandingkan 2009 yaitu sebesar 21,52 % (319,8 ribu orang) dan pada 2008 sebesar 21,52 % atau 340, 7 ribu orang.
2. Masih rendahnya kualitas/derajat kesehatan masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat diantaranya dapat diketahui dari Angka Kematian Ibu (AKI). Pada 2011 AKI di Kabupaten Banyumas masih tinggi, yaitu masih sebesar 129,35/100.000 KH. Angka ini sedikit naik dibandingkan 2010 sebesar 123,89/100.000 KH. Namun, lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 102,4/100.000 KH. Disamping AKI, Presentasi Balita gizi kurang pada 2011 juga masih tinggi, yaitu sebesar 9,11 %. Angka kesakitan DBD sebesar 42,6/100.000 penduduk. Angka CDR TB Paru sebesar 66,32 %. Jumlah penderita HIV/AIDS sebesar 69 ODHA, angka kesakitan Diare sebesar 21/1.000 penduduk.

3. Masih tingginya pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Banyumas pada 2011 sebesar 7,37 %, menurun dibandingkan 2009 dan 2008 sebesar 8,05 %. Sementara itu, kemampuan dan ketrampilan calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja sehingga banyak angkatan kerja yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan.
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kualitas capaian bidang pendidikan seperti ketersediaan sarana prasarana, angka partisipasi murni (APK) untuk jenjang SMP dan SMA/SMK/MA masih rendah. Sementara itu, angka putus sekolah khususnya untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih cukup tinggi. Capaian lain di bidang pendidikan seperti angka kelulusan SMP dan SMA masih tergolong rendah. Demikian pula angka kelulusan pendidikan keaksaraan masih rendah.

5. Kemampuan keuangan daerah relatif terbatas.

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas untuk tiga tahun terakhir (2009-2011) selalu mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada 2010 pendapatan daerah mencapai Rp. 1.264.235.123.192,00, sedangkan pada 2011 terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1.446.406.773.617,00. Pada 2012 pendapatan daerah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.615.919.973.468,00. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, namun konstribusi pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil yaitu sebesar RP. 188.569.671.236,00 atau 11,67 % dari total pendapatan daerah. Akibatnya, ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan pusat maupun provinsi masih sangat besar.

6. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengan termasuk sarana dan prasarananya.

Kunjungan wisata nusantara pada sektor pariwisata pada 2011 sebesar 860.82 orang. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 540.719 orang. Namun demikian, sarana dan prasarana masih belum memadai untuk memfasilitasi para wisatawan dalam menikmati obyek wisata. Jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas pada 2010 sebanyak 581.049 unit. Angka ini meningkat terus dari tahun ke tahun. Namun demikian, pengembangan UMKM ini masih belum optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan pemberdayaan. Demikian pula pengembangan pertanian masih sangat minim sehingga daya saing hasil pertanian dan jaringan pemasaran bagi petani masih sangat terbatas. Akibatnya, tingkat kesejahteraan petani sangat rendah. Hal ini tergambar dari nilai tukar petani (NTP) yang tertinggal jauh dari nilai tukar barang industri. 
7. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memelihara lingkungan (dokumen lingkungan belum dimiliki). 

Di Kabupaten Banyumas jumlah kegiatan usaha yang tanpa AMDAL, UKL maupun UPL masih banyak. Pada 2010 presentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan baru mencapai 56,00 % (336 unit usaha dari 600 unit usaha yang ada di Kabupaten Banyumas). Di banyumas jumlah penambang tanpa ijin (PETI) mencapai angka sebesar 103 usaha pada 2011. Persoalan lingkungan hidup lainnya adalah meningkatnya aktivitas industri maupun limbah rumah tangga yang memberikan dampak negatif terhadap air sungai maupun air tanah. Persoalan pengelolaan sampah juga optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya volume sampah yang ditangani dengan baik. Pencegahan pencemaran udara juga belum tertangani secara optimal baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. 
8. Kualitas penegakan hukum masih rendah.

Pelanggaran produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi. Terkait dengan isu lingkungan, penegakan hukum dan pengawasan dari institusi terkait dalam penertiban aktivitas penambangan liar masih rendah yang jumlahnya 105 kegiatan pada 2011. Pada 2009 cakupan penanganan kasus perda sebanyak 530 kasus pada 2010 mencapai angka sebesar 475 kasus. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum di Banyumas masih rendah. 

9. Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih rendah.

Beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik di Kabupaten Banyumas yang perlu mendapatkan perhatian adalah bangunan irigasi dan sarana perhubungan. Tingkat kerusakan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas masih cukup besar, yaitu sebesar 54,74 % (2010). Di Kabupaten Banyumas juga terdapat 14 lokasi rawan kecelakaan lalulintas. Dengan demikian, dari segi jumlah maupun mutunya sarana prasarana pelayanan publik di Kabupaten Banyumas masih rendah.

3.4.2.2 Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perumusan isu-isu strategis ini mempertimbangkan adanya kriteria strategis (lihat dokumen KLHS Provinsi Jateng, 2009-III-5) yang meliputi:

1. Bersifat lintas wilayah (potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaannya).

2. Bersifat lintas sektor.

3. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan seperti berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan, berdampak mengganggu penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.

4. Potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda.

Hasil pelingkupan isu-isu strategis di Kabupaten Banyumas mengerucut pada 3 (tiga) isu strategi utama, yaitu: (1) Pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) Infrastruktur, dan (3) kesenjangan sosial. 


Secara ringkas tiga kelompok isu-isu strategis (pencemaran dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan kesenjangan sosial) di Kabupaten Banyumas ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

a. Alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan menjadi lahan non pertanian.

Terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non pertanian dipicu oleh kebijakan tata ruang yang mengalihkan fungsi ruang dari peruntukkan agraris untuk penggunaan non agraris seperti untuk perumahan, industri, perkantoran dan lain-lain. Perubahan fungsi ruang tersebut selain dipicu oleh kebijakan juga disebabkan oleh tekanan pasar yang tidak menguntungkan usaha pertanian yang masih berada di wilayah perkotaan. Situasi ini akan berdampak pada menurunnya lahan produktif dan produksi pangan, menurunnya kesejahteraan petani dan mengancam ketahanan pangan.
b. Pencemaran lingkungan (tanah, air, B3, Sungai, udara, sampah).

Tanah, air, dan udara merupakan wilayah yang sudah tercemar. Disamping menurunkan mutu lingkungan dan daya dukung lingkungan, pencemaran tanah, air dan udara akan mengundang berbagai vektor penyakit. Hal ini tentu saja dapat mengancam dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Limbah domestik rumah tangga seperti sampah rumah tangga merupakan sumber pencemaran yang paling umum ditemukan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya merupakan faktor utama menjadi penyebab tingginya pencemaran lingkungan. Disamping itu, pengelolaan sampah dan lemahnya pengawasan merupakan dua faktor lainnya yang menyebabkan tidak efektifnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

c. Kerentanan ketahanan pangan.
Menurunnya luas lahan produktif akibat perubahan fungsi lahan di Kabupaten Banyumas berdampak negatif terhadap produksi pangan khususnya pertanian tanaman pangan. Hal ini dalam jangka panjang akan mengancam ketahanan pangan. Ketiadaan penganekaragaman pangan akan semakin memperparah ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.
d. Kerusakan Lingkungan akibat penambangan.

Praktik-praktik penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku cenderung mendorong ekploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam sehingga hal tersebut akan meningkatkan risiko ekologis maupun risiko demografis karena potensi bencana yang dapat ditimbulkannya. 

2. Infrastruktur


a. Disparitas/Kesenjangan antar wilayah.

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak merata antar wilayah telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah menjadi tidak seimbang. Hal ini telah mengakibatkan dorongan migrasi yang besar dari wilayah tertinggal ke wilayah-wilayah perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana publik yang lebih baik. Jika kondisi ini dibiarkan maka kesenjangan antar wilayah menjadi semakin lebar dan tentu saja berdampak negatif terhadap daya dukung wilayah perkotaan yang dicirikan dengan semakin padatnya populasi dan meningkatnya limbah aktivitas ekonomi dan rumah tangga di wilayah perkotaan. 
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Tingkat kerusakan dan minimnya kegiatan perawatan berbagai sarana dan prasarana pertanian akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan infrastruktur ekonomi khususnya diwilayah pedesaan. Minimnya sarana dan prasarana pertanian yang di butuhkan oleh masyarakat petani akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi lokal.

c. Prasarana jalan tidak memadai (terutama infrastruktur jalan).

Meningkatnya panjang jalan khususnya jalan kabupaten dalam keadaan rusak dari tahun ke tahun akan bedampak penting terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas. Demikian pula prasarana perhubungan lainnya seperti jembatan. Jumlah jembatan yang rusak setiap tahunnya meningkat. Prasarana perhubungan yang tidak memadai ini memberikan pengaruh negatif terhadap dinamika ekonomi lokal.
d. Investasi 

Belum optimalnya realisasi investasi daerah berdampak besar terhadap upaya untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah. Terbatasnya investor potensial di sebabkan informasi yang minim mengenai potensi ekonomi wilayah. Akibatnya, berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya di kelola untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan daerah.
e. Daya saing produksi 
Lemahnya daya saing produksi khususnya industri menengah, kecil dan mikro menyebabkan capaian ekspor Kabupaten Banyumas belum optimal. Akibatnya, berbagai barang impor mendominasi berbagai produk yang diperdangkan di sebagian besar pasar. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap upaya-upaya untuk mempromosikan produk-produk lokal dan bahkan cenderung mematikan kreativitas dan produksi barang-barang lokal. 
f. Koperasi dan UMKM.

Masih lemahnya manajemen dan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi UMKM sehingga produk-produknya belum mampu bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi swasta yang telah berkembang. Akibatnya, nilai tambah produk menjadi melemah dan ini berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi. 

3. Kesenjangan Sosial 

a. Persebaran penduduk yang tidak merata

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas relatif moderat. Hanya 0,808 % selama lima tahun terakhir. Namun demikian, distribusi populasinya tidak merata. Wilayah kecamatan yang berada di perkotaan cenderung 5 kali leih padat di bandingkan wilayah-wilayah kecamatan pedesaan. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur di perkotaan yang lemah memadai dan memicu arus urbanisasi. Dampak yang timbul dari urbanisasi khususnya produk yang tidak memiliki kemampuan yang memadai adalah maraknya pemukiman kumuh, pengangguran dan kriminalitas.

b. Rendahnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
Kemampuan keuangan pemerintah yang rendah telah memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan dasar masyarakat. Hal ini memberikan efek yang lain terhadap melemahnya akses masyarakat layanan pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi.

c. Masih tingginya PMKS.
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan yang semakin meningkat setiap tahunnya adalah akibat rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat serta terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana PMKS yang memadai. Adanya bencana alam yang sewaktu-waktu dapat menciptakan PMKS baru belum di imbangi dengan upaya-upaya mitigasi yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan sosial di masyarakat.
d. Belum terealisirnya kesetaraan dan keadilan jender.

Masih kuatnya budaya patriakhi menjadi kendala untuk menciptakan kebijakan yang responsif jender.


Dengan adanya kajian lingkungan hidup seperti ini, maka diperlukan adanya upaya-upaya untuk  mendukung penyelesaian masalah PMKS dan pemberdayaan masyarakat khususnya di desa. Upaya tersebut diantaranya penyusunan program yang berpihak kepada PMKS dan masyarakat khususnya di desa serta kajian-kajian agar permasalahan PMKS dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan.

3.5   Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya partisipasi pelayanan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat oleh aparatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama lembaga lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanganan sosial dan potensi sumber daya alam serta teknologi tepat guna.

4. Masih kurangnya sarana rehabilitasi sosial/panti milik pemerintah di Kabupaten Banyumas 
BAB IV

VISI  MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebelum menentukan visi, misi, strategi dan kebijakan Dinsospermasdes perlu kiranya melihat visi, misi, strategi dan kebijakan Bupati KDH terpilih, dengan tujuan agar visi, misi, srategi dan kebijakan Dinsospermasdes Kab. Banyumas dapat sinkron dengan visi, misi, kebijakan dan strategi Bupati KDH terpilih.
     VISI MISI BUPATI

Adapun Visi Misi Tujuan sasaran strategi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Visi: Terwujudnya Pemerintah Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa
Sedangkan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategy dan kebijakan sebgaimana tabel berikut :
Tabel 4.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategy dan kebijakan
	MISI
	 
	TUJUAN
	 
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	1.Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
	1
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	1
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
	Pengembangan sistim dan iklim yang demokratis, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan
	peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan

	 
	 
	 
	2
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur
	Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif
	Peningktan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas KKN

	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk berinovatif
	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur

	 
	 
	 
	3
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
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4.1 . Visi  dan Misi OPD
 VISI Dinas Sosial  Pemberdayaan Masyarakt dan Desa :
“Mewujudkan kesejahteraan sosial dan masyarakat dengan  menjadi satuan organisasi teknis yang mampu mendukung setiap kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan kemandirian masyarakat desa”.

 Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
1. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2. Meningkatkan  pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan sosial;

3. Meningkatkan pelayanan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;

4. Meningkatkan budaya gotong royong dan ketangguhan ekonomi masyarakat desa;

5. Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di kawasan perdesaan;

6. Meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa;

4.2. Tujuan dan Sasaran OPD
Dinsospermasdes mempunyai tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
TUJUAN, SASARAN,  INDIKATOR KINERJA DINSOSPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS

	TUJUAN
	SASARAN

	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Sasaran 1.1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial

	Indikator Tujuan 1  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani
	Indikator Sasaran 1.Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lewat pembinaan  dan pelatihan ketrampilan

	
	

	Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas  perlindungan dan jaminan  terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Sasaran 2.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan  dan jaminan  sosial

	Indikator Tujuan 2  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	Indikator Sasaran 2.Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS

	
	

	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi  terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Sasaran 3.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat pelayanan psikososial dan yang terkirim ke panti rehabilitasi sosial

	Indikator Tujuan 3  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi
	Indikator Sasaran 3.Pelayanan psikososial dan Pengiriman PMKS ke panti rehabilitasi sosial

	
	

	Tujuan 4.Meningkatkan pelayanan dalam penanganan bencana
	Sasaran 4.1.                              Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

	 
	Sasaran 4.2.                              Tersedianya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

	Indikator Tujuan 4. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana
	Indikator Sasaran 4. terpenuhinya kebutuhan dasar korban saat bencana dan pasca bencana

	
	

	Tujuan 5. Meningkatkan dan menumbuhkan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan sosial
	Sasaran 5.1.                                Pemberdayaan Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi sosial, Lembaga Konseling kesejahteraan keluarga, CSR Kesejahteraan sosial, Wahana kesejahteraan berbasis masyarakat.

	Indikator Tujuan 5.Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat penanganan PMKS
	Indikator Sasaran 5. Pembinaan dan pendayagunaan  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

	
	

	
	

	Tujuan 6. Meningkatkan budaya gotong royong dan kinerja kelompok usaha ekonomi masyarakat
	Sasaran 6.1. Terlaksananya kegiatan gotong royong dan pelatihan bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat desa

	Indikator Tujuan 6. terwujudnya gotong royong dan swadaya masyarakat 
	Indikator Sasaran 6. meningkatnya skill dan manajemen kelompok ekonomi masyarakat desa

	
	

	Tujuan 7. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa  menuju kesejahteraan masyarakat
	Sasaran 7.1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi/ kearifan lokal

	Indikator Tujuan 7. Tingkat keberdayaan masyarakat mengelola potensi/ kearifan lokal melalui kader masyarakat desa
	Indikator Sasaran 7. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi/ kearifan lokal.

	
	

	
	

	Tujuan . 8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan
	Sasaran 8.1.                              Kelembagaan masyarakat desa

	Indikator Tujuan 8. Terwujudnya kemampuan kelembagaan desa dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan
	Indikator Sasaran  8.Kelembagaan Desa

	
	

	
	

	Tujuan 9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan  lingkungan serta pemanfaatan  Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat
	Sasaran 9.1.                              Meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat

	Indikator Tujuan 9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
	Indikator Sasaran 9. Bertambahnya kelompok usaha masyarakat pedesaan 

	
	

	
	

	Tujuan 10. Mengembangkan kapasitas dan ketrampilan masyarakat desa dalam kegiatan usaha ekonomi produktf  
	Sasaran 10.1.                               Berkembangnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat

	Indikator Tujuan 10. Terwujudnya aset kolektif yang dikelola oleh masyarakat
	Indikator Sasaran 10. Berkembangnya perekonomian Desa

	
	

	 
	 

	Tujuan 11. Mengembangkan jaringan usaha ekonomi masyarakat desa
	Sasaran 11.1.                               Berkembangnya jaringan usaha ekonomi masyarakat

	Indikator Tujuan 11.Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat
	Indikator Sasaran 11.Meningkatnya motivasi masyarakat untuk berwirausaha

	
	

	 
	 

	Tujuan 12. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan 
	Sasaran 12.1. masyarakat di kawasan perdesaan

	Indikator Tujuan 12.Tingkat perkembangan ekonomi masyarakat
	Indikator Sasaran 12. meningkatnya peran masyarakat mengelola Sumber Daya Alam

	
	

	 
	 

	Tujuan 13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dan partisipasi dalam pengelolaan pembangunan
	Sasaran 13.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan

	Indikator Tujuan 13.Meningkatnya profesionalisme kelembagaan dan partisipasi masyarakat
	Indikator Sasaran 13. Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam pembangunan


4.3. Strategi dan Kebijakan OPD
Tabel 4.3.

Strategy dan Kebijakan OPD

	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	Strategi 1.1.            Meningkatkan kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia
	Kebijakan 1.1.                                      Meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

	Strategi 1.2.                            Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
	Kebijakan 1.2.                                   Meningkatkan kemampuan diri, melalui bimbingan dan ketrampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

	Strategi 1.3 Meningkatkan kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraam Sosial
	Kebijakan 1.3. Upaya koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, Pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Usaha, Aksebilitas pembinaan masyarakat dan lingkungan sosial.

	 
	 

	Strategi 2.1 Meningkatkan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraam Sosial
	Kebijakan 2.1. Upaya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, diberikannya jaminan sosial  dan bantuan berkelanjutan bagi PMKS

	 
	 

	Strategi 3.1 Meningkatkan kegiatan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraam Sosial
	Kebijakan 3.1. Upaya pembinaan, pengiriman ke panti rehabilitasi, advokasi, fasilitasi, monitoring, Pelaporan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Usaha, Aksebilitas pembinaan masyarakat dan lingkungan sosial.

	 
	 

	Strategi 4.1                            meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam penanganan pra, saat dan pasca bencana
	Kebijakan 4.1                                       Meningkatkan peran aktif Tagana/Relawan dan masyarakat dalam membantu penanganan korban becana

	Strategi 4.2.                            Meningkatkan pelayanan dalam bantuan natura dan/atau kebutuhan dasar lainnya
	Kebijakan 4.2.                                     Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial

	 
	 

	Strategi 5.1.                            Meningkatkan profesionalisme PSKS
	Kebijakan 5.1.                                  Peningkatan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial, optimalisasi perijinan dan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta optimalisasi penanganan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

	 
	 

	
	

	Strategi 6.1. meningkatkan budaya gotong royong masyarakat dan penguatan ekonomi masyarakat desa
	Kebijakan 6.1. meningkatkan budaya gotong royong dan stabilitas ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat. 

	 
	 

	Strategi 7.1. meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa  melalui pelatihan, kursus, bintek maupun diklat teknis.
	Kebijakan 7.1.                                  Peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat desa melalui pelatihan, kursus, bintek maupun diklat teknis

	 
	 

	
	

	Strategi 8.1.                             Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa melalui pelatihan, kursus, bintek maupun pendampingan
	Kebijakan 8.1.                                  Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa melalui pelatihan, kursus, bintek maupun pendampingan

	Strategi 8.2.                             Meningkatkan pemberdayaan peran serta budaya dan kearifan lokal
	Kebijakan 8.2.                                  Peningkatan pemberdayaan peran serta budaya dan kearifan lokal 

	 
	 

	
	

	Strategi 9.1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui bantuan stimulan
	Kebijakan 9.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

	Strategi 9.2.                             Meningkatkan pemanfaatan Teknologi tepat guna oleh masyarakat melalui sosialisasi dan gelar Teknologi Tepat Guna
	Kebijakan 9.2.                                    Peningkatan Teknologi Tepat Guna  untuk kesejahteraan masyarakat

	 
	 

	
	

	Strategi 10.1.                            Mengembangkan kapasitas dan ketrampilan masyarakat desa dalam kegiatan usaha ekonomi produktf   melalui kegiatan pelatihan dan bantuan  stimulan  bagi usaha ekonomi produktif masyarakat
	Kebijakan 10.1.                                  Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dan desa

	 
	 

	
	

	Strategi 11.1 Menggali potensi dan mengembangkan usaha ekonomi produktif.
	Kebijakan 11.1 Meningkatkan peran badan usaha milik desa dalam usaha ekonomi masyarakat.

	 
	 

	
	

	Strategi 12.1.                            Menggali potensi yang ada di masing-masing kawasan perdesaan 
	Kebijakan 12.1.                                   Penyediaan dana pendampingan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat 

	 
	 

	
	

	Strategi 13.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa melalui pelatihan, kursus, bintek maupun pendampingan
	Kebijakan 13.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan

	Strategi 13.2. Meningkatkan budaya damai dimasyarakat melalui sosialisasi
	``


Berdasarkan Tujuan dan sasaran sebagaimana tabel diatas terdapat indikator tujuan maupun indikator sasaran yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian target secara kuantitatif.
Tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui target yang tertuang pada pada program ataupun kegiatan.
BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
5.1   Rencana Program Tahun 2013 - 2018

Penyusunan program pembangunan bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas, dengan 13 (Tiga belas) Program  untuk Urusan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :      
	1
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	2
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	3
	
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	4
	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

	5
	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

	6
	
	Pogram Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

	7
	
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

	8
	
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

	9
	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	10
	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

	11
	
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

	12
	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

	13
	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

	14
	
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan


5.2    Rencana Kegiatan tahun 2013 – 2018

Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu tahun  2013 – 2018 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:
	1
	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	
	1
	Ketatausahaan

	
	2
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

	
	3
	Penyediaan bahan logistik kantor

	
	4
	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan

	
	5
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

	
	6
	Pengendalian dan Penatausahaan Daerah

	
	7
	Operasional UPT

	2
	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

	
	1
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

	
	2
	Pemeliharaan rutin gedung kantor

	
	3
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

	
	4
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

	
	5
	Pembangunan/Rehab Gedung Kantor

	3
	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	
	1
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD

	
	
	Urusan Sosial

	4
	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

	
	1
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

	
	2
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

	
	3
	Monitoring dan evaluasi serta bimbingan lanjut bagi penanganan fakir miskin

	
	4
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan Monitoring dan evaluasi serta bimbingan lanjut bagi penanganan fakir miskin

	
	5
	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

	
	6
	Sosialisasi peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi fakir miskin

	
	7
	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan Sosialisasi peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi fakir miskin

	
	8
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

	
	9
	Pemberdayaan masyarakat daerah kumuh

	
	10
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Pemberdayaan masyarakat daerah kumuh

	
	11
	Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH)

	
	12
	Pemberdayaan masyarakat di desa terpencil

	
	13
	Sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan proses pelayanan adopsi

	
	14
	Pengiriman anak yang mengalami hambatan dan perilaku bermasalah ke PSPA Baturaden

	
	15
	Pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah sosial ekonomi

	
	16
	Pembinaan Keluarga Muda Mandiri

	
	17
	Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal

	
	18
	Pelatihan keterampilan bagi Remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu

	
	19
	Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal dan Pelatihan keterampilan bagi Remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu

	
	20
	Fasilitasi Operasional dan Sarana Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas

	
	21
	Bantuan sosial untuk Lanjut usia Terlantar

	
	22
	Advokasi dan bimbingan sosial bagi fakir miskin

	5
	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

	
	1
	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

	
	2
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

	
	3
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

	
	4
	Pelatihan satuan tugas kaji bencana / gladi lapang penanggulangan bencana

	
	5
	Sosialisai dampak sosial dan penanganan bencana

	
	6
	Pelatihan satuan tugas kaji bencana / gladi lapang penanggulangan bencana dan Sosialisai dampak sosial dan penanganan bencana

	
	7
	Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

	
	8
	Pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan veteran

	
	9
	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi veteran

	
	10
	Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan veteran dan Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi veteran

	
	11
	Pembinaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial bagi generasi muda

	
	12
	Penyuluhan sosial

	
	13
	Bimbingan keterampilan pelayanan konseling bagi PSM dan TKSK

	
	14
	Penyuluhan sosial dan Bimbingan keterampilan pelayanan konseling bagi PSM dan TKSK

	
	15
	Perbaikan dan perawatan Taman Makam Pahlawan

	
	16
	Penyusunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

	
	17
	Penyusunan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

	
	18
	Fasilitasi Perijinan Pengumpulan Sumbangan Sosial

	
	19
	Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab sosial

	
	20
	Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba dan anak terlantar ke panti rehab sosial

	
	21
	Fasilitasi orang terlantar (PGOT)

	
	22
	Fasilitasi Penguburan Jenazah Terlantar

	
	23
	Fasilitasi orang terlantar (PGOT) dan Fasilitasi Penguburan Jenazah TerlantarFasilitasi Penguburan Jenazah Terlantar

	
	24
	Penyediaan natura tanggap darurat bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan

	
	25
	Penanganan Pasca Bencana dan Penyelesaian Permasalahan Sosial

	
	26
	Pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan barang serta sumbangan sosial

	
	27
	Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran

	
	28
	Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana

	
	29
	Perlindungan Sosial Terhadap Lanjut Usia ( Fasilitas Permakanan Bagi Lansia Non Potensial dan balita terlantar )

	
	30
	Assesment Psikososial Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Purwokerto

	
	31
	Penyusunan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

	
	32
	Fasilitasi Perijinan Pengumpulan Sumbangan Sosial

	6
	
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

	
	1
	Pemenuhan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma

	
	2
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

	
	3
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat potensial

	7
	
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

	
	1
	Pembinaan dan bimbingan ketrampilan bagi anak dan remaja di panti asuhan

	
	2
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

	
	3
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

	
	4
	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

	8
	
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

	
	1
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

	
	2
	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

	9
	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	
	1
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

	
	2
	Kaderisasi Saka Bina Sosial

	
	3
	Monitoring, evaluasi dan pembinaan Orsos, Karang Taruna dan PSM

	
	4
	Penilaian dan pengiriman Karang Taruna, PSM, Orsos berprestasi dan pelatihan bagi Karang Taruna, PSM dan Orsos

	
	5
	Monitoring, evaluasi dan pembinaan Orsos, Karang Taruna dan PSM dan Penilaian dan pengiriman Karang Taruna, PSM, Orsos berprestasi dan pelatihan bagi Karang Taruna, PSM dan Orsos

	
	6
	Bintek usaha kesejahteraan sosial dan bintek manajemen UEP bagi Karang Taruna dan PSM

	
	7
	Bulan Bhakti Karang Taruna se Kabupaten Banyumas

	
	8
	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

	
	9
	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial

	
	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	10
	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Predesaan

	
	1
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

	
	2
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

	
	3
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

	
	4
	Penyelenggara an Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

	
	5
	Pengembangan Desa Usaha Mandiri

	
	6
	Pengintegrasian perencanaan air minum dan sanitasi ( PJM - Pro Aksi )

	
	7
	Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kearifan lokal

	
	8
	Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa

	
	9
	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)

	
	10
	Pendamping Kelembagaan Desa dan Kelurahan

	11
	
	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

	
	1
	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

	
	2
	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

	
	3
	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

	
	4
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

	
	5
	Pembinaan Lingkungan Sosial ( Pelatihan Peningkatan Ketrampilan pada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif )

	
	6
	Bankeu Pasar Desa

	
	7
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan pada Pasar Desa

	12
	
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

	
	1
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

	
	2
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

	
	3
	Pemberian stimulan pembangunan desa

	
	4
	Fasilitasi  TMMD dan Bhakti TNI

	
	5
	Bankeu  Fisik  TMMD

	
	6
	Bankeu  Fisik  Bhakti TNI

	
	7
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD, UMRK, TPP dan Bantuan Keuangan

	
	8
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif

	
	9
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

	
	10
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan pedesaan

	
	11
	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendampingan Masyarakat Desa

	
	12
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

	
	13
	Monitoring, Evaluasi & Pelapo ran Pemberdayaan Masyarakat

	
	14
	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendampingan Masyarakat Desa

	
	15
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program PNPM Mandiri Perdesaan

	
	16
	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat

	
	17
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

	
	18
	Belanja Operasional Pendampingan KPMD ( Bangub)

	
	19
	Belanja operasional keuangan bantuan keuangan, desa berdikari, desa pemula, dan desa pratama (Ban Gub)

	
	20
	Belanja Operasional Pendamping bantuan gubernur

	13
	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

	
	1
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan

	
	2
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

	
	3
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

	
	4
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

	
	5
	Latsitarda Nusantara

	14
	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN

	
	1
	Fasilitasi Kegiatan PKK


Berdasarkan indikasi program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas terdapat 14 program serta 128 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang ada adalah kegiatan-kegiatan yang existing dari akumulasi sejak tahun 2014 s.d. 2017 serta perencanaan tahun 2018, sehingga jumlah kegiatan menjadi banyak, hal ini disebabkan karena : 

·    Pertama adanya penamaan kegiatan dengan substansi yang sama tetapi berbeda nama kegiatan-kegitan tersebut antar tahun. 
·    Kedua adanya kegiatan di luar renstra dikarenakan adanya kegiatan top down dari propinsi/kab.  atupun kegiatan operasional pendampingan kegiatan propinsi. 
·    Ketiga adanya merger beberapa kegiatan sehingga menimbulkan nama baru.
·    Adanya perencanaan Kegiatan Bantuan Keuangan dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh dinas/badan lainnya berdasarkan tugas fungsi.
Kedepan renstra yang disusun untuk periode kepemimpinan daerah berikutnya akan diupayakan lebih konsisten dalam perencanaan ataupun penamaan program/kegiatan sehingga tidak mengalami banyak perubahan.

Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD
	No.
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran

	Kode
	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
	Indikator Kinerja Program (Outcome)
	 Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 
	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Th. 2012
	Th. 2013
	
	Target
	 Rp 
	Target
	 Rp 
	Target
	 Rp 
	Target
	 Rp 
	Target
	 Rp 
	Target
	 Rp 
	


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	URUSAN WAJIB
	 
	 
	 
	 
	
	10.970.623.800
	
	11.418.480.500
	
	13.009.940.000
	
	17.770.890.000
	
	29.717.390.000
	
	96.996.070.100
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Non Urusan
	 
	 
	 
	 
	
	1.334.905.800
	
	1.310.900.000
	
	1.555.040.000
	
	2.623.000.000
	
	5.974.000.000
	
	12.797.845.800
	

	1
	Meningkatkan Tertib Administrasi
	Tertib administrasi
	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan
	Pelayanan administrasi yang prima (bln)
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran
	 12  bln 
	 12  bln 
	 bln 
	12
	1.334.905.800
	12
	1.268.900.000
	12
	946.120.000
	12
	1.654.000.000
	12
	2.072.000.000
	60
	7.275.925.800
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ketatausahaan
	Terpenuhinya belanja pegawai, barang jasa, modal untuk operasional perkantoran
	 12 bln/ 1.109.821.571 
	 12 bln / 925.329.575 
	 bln 
	12
	1.334.905.800
	12 bln
	1.268.900.000
	
	-
	-
	-
	-
	-
	24
	2.603.805.800
	DINSOSPERMASDES

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Tersedianya jasa peralatan kantor
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	123.540.000
	12
	104.000.000
	12
	150.000.000
	36
	377.540.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Tersedianya bahan logistik kantor
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	252.080.000
	12
	252.000.000
	12
	300.000.000
	36
	804.080.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan
	Tersedianya Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	349.200.000
	12
	500.000.000
	12
	720.000.000
	36
	1.569.200.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12 bln
	130.400.000
	12
	250.000.000
	12
	300.000.000
	36
	680.400.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengendalian dan Penatausahaan Daerah
	Terlaksananya Pengendalian dan Penatausahaan Daerah
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12 bln
	90.900.000
	12
	98.000.000
	12
	102.000.000
	36
	290.900.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Operasional UPT
	Meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup wajar menampung sementara penyandang masalah kesejahteraan sosial sebelum dilakukan rehabilitasi
	 
	 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	
	
	12
	450.000.000
	12
	500.000.000
	24
	950.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatkan sarana dan parasarana untuk mendukung tugas fungsi
	Sarana yang mendukung organisasi
	Meningkatnya   Sarana dan prasarana
	Tingkat ketersediaan  sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran tugas fungsi
	 
	 
	 
	 
	 
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana
	 
	 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	558.920.000
	12
	919.000.000
	12
	3.832.000.000
	36
	5.309.920.000
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	109.400.000
	12
	315.000.000
	12
	250.000.000
	36
	674.400.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan rutin gedung kantor
	Terlaksananya Pemeliharaan rutin gedung kantor
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	140.000.000
	12
	250.000.000
	12
	200.000.000
	36
	590.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	255.930.000
	12
	273.000.000
	12
	300.000.000
	36
	828.930.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	                     - 
	                     - 
	 bln 
	-
	-
	-
	-
	12
	53.590.000
	12
	81.000.000
	12
	82.000.000
	36
	216.590.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembangunan/Rehab Gedung Kantor
	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor
	 
	 
	 unit 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	3.000.000.000
	1
	3.000.000.000
	

	3
	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Pelaporan yang akuntable
	Meningkatanya kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja
	Tingkat kualitas perencanaan, pelaporan dan kinerja
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaoran capaian kinerja dan keuangan
	 
	 
	 dok 
	-
	-
	1
	42.000.000
	8
	50.000.000
	6
	50.000.000
	6
	70.000.000
	21
	212.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD
	Terlaksananya kegiatan perencanaan, pelaporan,  dan evaluasi Kinerja serta tersusunnya dokumen
	 - 
	 - 
	 dok 
	-
	-
	1
	42.000.000
	8
	50.000.000
	6
	50.000.000
	6
	70.000.000
	21
	212.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Urusan Sosial
	 
	 
	 
	 
	1.986
	3.450.718.000
	2.129
	2.678.111.000
	2.883
	4.148.900.000
	2.404
	6.216.600.000
	3.253
	12.812.100.000
	12.655
	42.104.274.800
	

	4
	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Indikator Tujuan 1  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani
	Sasaran 1.1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
	Jumlah PMKS yang dilatih /diberi bantuan (org)
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Meningkatnya keterampilan berusaha dan kemandirian  PMKS 
	 455 orang   
	 945 orang  
	 orang 
	830
	1.110.000.000
	710
	610.000.000
	1.868
	2.140.100.000
	1.598
	2.445.600.000
	1.943
	7.277.100.000
	6.949
	13.582.800.000
	

	 
	Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas  perlindungan dan jaminan  terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Indikator Tujuan 2  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	Sasaran 2.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan  dan jaminan  sosial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	TerlaksananyaPembinaan  TKSK,  Toma, Toga dan KT tentang Jaringan Kerja Perlindungan Anak. Study banding ke panti sosial bagi TKSK,  Toma dan Toga
	50 Orang /       45.072.600
	90 orang/        43.449.500
	orang
	400
	50.000.000
	150
	20.000.000
	300
	44.000.000
	300
	44.000.000
	300
	75.000.000
	1.450
	233.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
	Terlaksananya Pelatihan dan keterampilan kewirausahaan untuk keluarga miskin
	                     - 
	 150 orang / 83.057.000 
	 orang 
	100
	90.000.000
	150
	50.000.000
	100
	80.000.000
	100
	100.000.000
	0
	0
	450
	320.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring dan evaluasi serta bimbingan lanjut bagi penanganan fakir miskin
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan fakir miskin yang berkelanjutan
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan Monitoring dan evaluasi serta bimbingan lanjut bagi penanganan fakir miskin
	1. Terlaksananya Pelatihan dan keterampilan kewirausahaan untuk keluarga miskin 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan fakir miskin yang berkelanjutan
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	150.000.000
	150
	150.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
	Terlaksananya Pelatihan pengelola UEP (manajemen, Ketrampilan) bagi KUBE masyarakat miskin 
	                     - 
	 100 orang / 92.784.695 
	orang/kelompok/kube
	100
	100.000.000
	120
	75.000.000
	120
	75.000.000
	100
	75.000.000
	-
	-
	440
	325.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi fakir miskin
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi fakir miskin
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan Sosialisasi peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi fakir miskin
	1. Terlaksananya Pelatihan pengelola UEP (manajemen, Ketrampilan) bagi KUBE masyarakat miskin 2. 
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	125.000.000
	150
	125.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
	Terlksananya Pelatihan dan keterampilan  remaja putus sekolah dari keluarga miskin dan Pelatihan ketrampilan wanita rawan sosial ekonomi sehingga lebih sejahtera
	                     - 
	 100 orang /   36.012.500 
	 orang 
	100
	50.000.000
	150
	80.000.000
	100
	50.000.000
	50
	50.000.000
	0
	0
	400
	230.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemberdayaan masyarakat daerah kumuh
	Terlaksananya survey, pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat daerah kumuh agar tercapainya kemampuan masyarakat dalam melaksanakan peran, fungsi dan akses jalan sehingga kualitas kesehatan lingkungan lebih baik Sebagai kegiatan pendampingan bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)
	                     - 
	 100 orang /   39.864.000 
	 orang 
	50
	45.000.000
	60
	45.000.000
	100
	75.000.000
	100
	75.000.000
	0
	0
	310
	240.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Pemberdayaan masyarakat daerah kumuh
	1. Terlaksananya pelatihan bagi PMKS sehingga dapat mandiri 2. Terlaksananya pembinaan/pelatihan di daerah kumuh
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	125.000.000
	100
	125.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH)
	Terlaksananya  pendampingan kegiatan PKH  APBN untuk Survey kesiapan masyarakat miskin dalam melaksanakan program PKH Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat PKH, sebagai tim pendamping penyalur bantuan dari APBN
	                     - 
	 27 Kec. / 268.313.00 
	 kec 
	27
	475.000.000
	27
	200.000.000
	27
	200.000.000
	27
	560.000.000
	27
	560.000.000
	27
	1.995.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemberdayaan masyarakat di desa terpencil
	Terlaksananya Pelatihan ketrampilan agar tercapai perubahan perilaku masyarakat terpencil yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial, pemberian bantuan alat praktek
	                     - 
	 100 orang/ 27.088.000 
	 orang 
	100
	50.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	50.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan proses pelayanan adopsi
	Tersosialisasinya Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat
	250 Orang/ 49.902.000
	200 orang / 49.837.000
	orang
	425
	50.000.000
	
	
	300
	41.000.000
	200
	41.000.000
	300
	75.000.000
	1.225
	207.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengiriman anak yang mengalami hambatan dan perilaku bermasalah ke PSPA Baturaden
	Pembekalan dan pengiriman anak-anak SD/ MI yang mengalami hambatan pembelajaran di sekolah ke PSPA Baturraden, uang transport dan kaos, 2 guru pendamping
	55 Anak / 33.205.000
	55 Anak / 36.109.500
	orang
	55
	40.000.000
	40
	40.000.000
	50
	40.000.000
	-
	-
	-
	-
	145
	120.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah sosial ekonomi
	Terbina dan terlatihnya lansia potensial bermasalah sosial ekonomi
	150 orang / 32.480.000
	150 orang / 31.044.760
	orang
	150
	40.000.000
	
	
	200
	34.000.000
	100
	34.000.000
	100
	50.000.000
	550
	158.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Keluarga Muda Mandiri
	Pelatihan dan ketrampilan keluarga muda yang belum punya penghasilan
	150 Orang / 55.050.000
	150 orang / 57.977.000
	orang
	150
	60.000.000
	130
	50.000.000
	
	
	
	
	150
	100.000.000
	430
	210.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal
	pelatihan dan ketrampilan anak nakal di LPK, pemberian alat praktek  
	15 Anak / 32.178.000
	20 anak /50.620.000
	orang
	25
	60.000.000
	60
	50.000.000
	30
	50.000.000
	30
	50.000.000
	0
	-
	145
	210.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan keterampilan bagi Remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu
	pelatihan dan ketrampilan bagi Remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu
	                     - 
	                     - 
	orang
	
	
	
	
	25
	75.000.000
	25
	75.000.000
	0
	-
	50
	150.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Operasional dan Sarana Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas
	Meningkatnya pengetahuan lansia terhadap masalah kesehatan
	                     - 
	 1600 orang/ 114.649.240 
	orang
	-
	-
	-
	-
	240
	100.000.000
	1.000
	75.000.000
	150
	100.000.000
	1.390
	275.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal dan Pelatihan keterampilan bagi Remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu
	1. Terlaksananya pelatihan anak nakal untuk dapat hidup mandiri 2.  Terlaksananya pelatihan  ketrampilan bagi Remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu
	                     - 
	                     - 
	orang
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	100
	175.000.000
	100
	175.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Assesment Psikososial Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Purwokerto
	Terlaksananya kegiatan psikologi sosial di Kampung Sri Rahayu
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	-
	-
	100
	49.500.000
	50
	50.000.000
	50
	50.000.000
	200
	149.500.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perlindungan Sosial Terhadap Lanjut Usia ( Fasilitas Permakanan Bagi Lansia Non Potensial dan balita terlantar )
	Tersedianya bantuan makanan dan minuman bagi lansia dan balita terlantar (Khususnya di kampung Sri Rahayu)
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	-
	-
	50
	35.000.000
	50
	25.000.000
	100
	100.000.000
	200
	160.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Advokasi dan bimbingan sosial bagi fakir miskin
	Terlaksananya pendampingan dan bimbingan sosial bagi fakir miskin dan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT)
	 
	 
	Orang/kk
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	4.400.500.000
	50 (72.000)
	4.400.500.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bantuan sosial untuk Lanjut usia Terlantar
	Terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar
	 
	 
	orang
	-
	-
	-
	-
	993
	1.191.600.000
	993
	1.191.600.000
	993
	1.191.600.000
	2.979
	3.574.800.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	5
	Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas  perlindungan dan jaminan  terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Indikator Tujuan 2  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	Sasaran 2.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan  dan jaminan  sosial
	Jumlah PMKS yang direhabilitasi (org)
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
	 
	 
	 orang 
	870
	1.190.718.000
	1.196
	1.253.900.000
	878
	1.140.000.000
	689
	2.023.000.000
	935
	3.220.000.000
	4.568
	8.827.618.000
	

	 
	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi  terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Indikator Tujuan 3  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi
	Sasaran 3.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat pelayanan psikososial dan yang terkirim ke panti rehabilitasi sosial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tujuan 4.Meningkatkan pelayanan dalam penanganan bencana
	Indikator Tujuan 4. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana
	Sasaran 4.1.                              Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Sasaran 4.2.                              Tersedianya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
	Terlaksananya Fasilitasi pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	144
	80.000.000
	157
	75.000.000
	93
	60.000.000
	90
	100.000.000
	80
	150.000.000
	564
	465.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
	Tercapainya Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
	                     - 
	                     - 
	 keg 
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	60.000.000
	2
	60.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
	Terlaksananya monitoring dan pengiriman bantuan logistik awal korban bencana
	                     - 
	1.400 orang/27 kec / 30.923.750
	Kec
	27
	50.000.000
	27
	50.000.000
	27
	50.000.000
	27
	100.000.000
	27
	150.000.000
	27
	400.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan satuan tugas kaji bencana / gladi lapang penanggulangan bencana
	pemantapan TAGANA di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya mengantisipasi dan penanganan bencana secara dini
	30 Orang / 32.982.000
	 50 orang / 35.693.000
	orang
	50
	25.000.000
	100
	50.000.000
	50
	25.000.000
	100
	45.000.000
	-
	-
	300
	145.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sosialisai dampak sosial dan penanganan bencana
	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan siswa sekolah
	                     - 
	                     - 
	 desa/sekolah 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan satuan tugas kaji bencana / gladi lapang penanggulangan bencana dan Sosialisai dampak sosial dan penanganan bencana
	1. pemantapan TAGANA di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya mengantisipasi dan penanganan bencana secara dini 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan siswa sekolah
	                     - 
	                     - 
	 1. orang 2. desa/sekolah 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	150.000.000
	100
	150.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
	Terlaksananya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan melalui kunjungan/ Ziarah Wisata ke tempat-tempat bersejarah bagi Generasi Muda
	                     - 
	 100 orang  / 87.827.500
	orang
	200
	90.000.000
	150
	25.000.000
	150
	50.000.000
	150
	50.000.000
	0
	-
	650
	215.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Terlaksananya Sarasehan Nilai-nilai Kepahlawanan, tatap muka antara angkatan 45 dengan generasi muda.
	                     - 
	                     - 
	 
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan veteran
	Terjalinnya komunikasi/ Silaturahmi antara pemerintah dengan pahlawan, perintis dan veteran sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasanya
	 125 orang / 24.224.000 
	 125 orang /35.946.000
	orang
	125
	40.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	125
	40.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi veteran
	Peningkatan kemampuan kewirausahaan melalui pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi veteran
	                     - 
	 50 orang / 22.159.900
	orang
	125
	50.000.000
	-
	-
	100
	50.000.000
	100
	50.000.000
	0
	-
	325
	150.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan veteran dan Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi veteran
	1. Terlaksananya sarasehan 2. Terjalinya komunikasi/silaturhami antara pemerintah dg. Keluarga pahlawan dan perintis 3. Terlaksananya UEP bagi keliuarga pahlawan dan perintis
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	325
	180.000.000
	325
	180.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial bagi generasi muda
	Pembinaan dan kunjungan lapangan kepada generasi muda agar tercipta rasa kesetiakawanan dan kegotongroyongan, diharapkan tergerak untuk ikut menangani permasalahan sosial
	 75 orang / 30.000.000 
	 50 orang / 37.584.000
	orang
	35
	40.000.000
	-
	-
	40
	30.000.000
	76
	230.000.000
	100
	250.000.000
	251
	550.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyuluhan sosial
	Penyuluhan keliling di luar ruangan dengan dengan daya tarik pertunjukan kesenian setempat dengan disisipi materi penyuluhan, penyuluhan lisan dalam ruangan dengan mengundang tokoh masyarakat serta melalui Radio agar pemahaman masyarakat luas meningkat dalam menangani permasalahan di lingkungannya
	                     - 
	 300 orang/47.049.850
	orang
	300
	60.000.000
	525
	125.000.000
	150
	50.000.000
	150
	50.000.000
	-
	-
	1.125
	285.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bimbingan keterampilan pelayanan konseling bagi PSM dan TKSK
	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara profesional dalam menangani permasalahan sosial (konseling)kepada para PSM dan TKSK
	 30 orang / 25.308.280
	 50 orang / 45.989.750
	orang
	50
	50.000.000
	-
	-
	30
	30.000.000
	30
	30.000.000
	-
	-
	110
	110.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyuluhan sosial dan Bimbingan keterampilan pelayanan konseling bagi PSM dan TKSK
	1. Terlaksananya penyuluhan sosial untuk memotivasi masyarakat /psks dlm penanganan PMKS  sehingga dapat ditekan permasalahan sosial yang baru 2. Terlaksananya bimbingan pelayanan sosial bagi PSM dan TKSK yang lebih profesional
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180
	100.000.000
	180
	100.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perbaikan dan perawatan Taman Makam Pahlawan
	perbaikan, pengadaan kijing, tempat persemayaman, pengecatan, pengadaan sarana kebersihan agar lingkungan dan makam TMP Terawat dan terpelihara
	1 Unit / 169.285.520
	1 Unit 114.290.098
	unit
	1
	46.000.000
	1
	125.000.000
	1
	130.000.000
	1
	100.000.000
	1
	300.000.000
	1
	701.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	Sosialisasi tatacara pendataan, pelaksanaan pendataan oleh TKSK di tiap kecamatan, pelaoran sehingga Tersedia data PMKS dan PSKS yang akurat honor dan transport TKSK, Petugas Desa, Petugas Kecamatan Monitoring Petugas Kabupaten
	1 Dokumen / 34.310.000
	1 Dokumen / 97.532.000
	dokumen
	1
	50.000.000
	1
	100.000.000
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	1
	100.000.000
	5
	350.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
	Tersedianya data PSKS yang akurat sehingga dapat membantu perencanaan program bidang sosial
	 
	 
	dokumen
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	50.000.000
	1
	50.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Perijinan Pengumpulan Sumbangan Sosial
	Terfasilitasinya pelayanan perijinan pengumpulan sumbangan sosial
	 
	 
	perijinan
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	50.000.000
	10
	50.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab sosial
	Penertiban dan Razia PGOT serta PSK
	 150 orang / 82.046.272 
	 70 orang /59.578.500 
	 orang 
	60
	60.000.000
	167
	125.000.000
	87
	180.000.000
	159
	443.000.000
	250
	800.000.000
	723
	1.608.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba dan anak terlantar ke panti rehab sosial
	seleksi, bimbingan dan motivasi calon kelayan dilanjutkan pengiriman agar sikap perilaku sosial bagi anak nakal dan remaja rawan sosial berupa transport calon kelayan  dengan Petugas Pendamping
	 60 orang / 46.639.000 
	 42 orang / 43.333.000 
	 orang 
	45
	45.000.000
	108
	60.000.000
	76
	50.000.000
	80
	100.000.000
	100
	150.000.000
	409
	405.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi orang terlantar (PGOT)
	Terfasilitasinya Orang kehabisan Bekal dan Terlantar
	                     - 
	 200 orang / 25.000.000
	orang
	515
	50.000.000
	515
	50.000.000
	515
	50.000.000
	300
	100.000.000
	-
	-
	1.845
	250.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Penguburan Jenazah Terlantar
	Terfasilitasinya penguburan jenazah terlantar
	 8 orang / 6.280.000 
	 8 orang / 5.620.000 
	 orang 
	41
	25.000.000
	34
	25.000.000
	42
	25.000.000
	10
	25.000.000
	-
	-
	127
	100.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi orang terlantar (PGOT) dan Fasilitasi Penguburan Jenazah TerlantarFasilitasi Penguburan Jenazah Terlantar
	1. Terfasilitasinya Orang kehabisan Bekal dan Terlantar 2. Terfasilitasinya penguburan jenazah terlantar
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	315
	155.000.000
	315
	155.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan natura tanggap darurat bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan
	pengadaan natura kebutuhan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana pengadaan natura untuk kepentingan kerja bakti masal, bhakti sosial dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya
	 1400  rumah / 196.625.000 
	 1400 KK / 247.252.500 
	 KK 
	1.400
	250.000.000
	1.400
	250.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.800
	500.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penanganan Pasca Bencana dan Penyelesaian Permasalahan Sosial
	 
	                     - 
	                     - 
	 KK 
	-
	-
	-
	-
	1.000
	200.000.000
	1.500
	250.000.000
	1500
	250.000.000
	4.000
	700.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan barang serta sumbangan sosial
	Monitoring dan evaluasi ke lokasi penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan barang serta sumbangan sosial, pengawasan ketertiban sampai dengan terbit Ijin Bupati atau Rekomendasi Menteri.
	                     - 
	 10 perusahaan / Rp5.355.000 
	 perusahaan 
	10
	20.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	20.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran
	Identifikasi kasus tindak kekerasan (laporan maupun media masa) fasilitasi penyelesaian , mediasi dan monitoring serta evaluasi baik terhadap kasus tindak kekerasan maupun buruh migran
	                     - 
	 150 orang/ 7.320.000 
	 orang 
	65
	50.000.000
	65
	50.000.000
	65
	50.000.000
	50
	50.000.000
	65
	75.000.000
	310
	275.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana
	pendirian Sekretariat TAGANA pengadaan sarana dan prasarana sekretariat dan pendukung operasional TAGANA secara bertahap
	                     - 
	 27 kec / 25.497.500 
	 orang 
	40
	109.718.000
	100
	62.400.000
	180
	60.000.000
	400
	250.000.000
	100
	250.000.000
	820
	732.118.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perlindungan Sosial Terhadap Lanjut Usia ( Fasilitas Permakanan Bagi Lansia Non Potensial dan balita terlantar )
	Tersedianya bantuan makanan dan minuman bagi lansia dan balita terlantar (Khususnya di kampung Sri Rahayu)
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	50
	32.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	32.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Assesment Psikososial Kampung Sri Rahayu Kelurahan Karangklesem Purwokerto
	Terlaksananya kegiatan psikologi sosial di Kampung Sri Rahayu
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	100
	49.500.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	49.500.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
	Meningkatnya Penanganan penyandang cacat dan trauma 
	                   -   
	 42 orang 
	 orang 
	228
	295.000.000
	197
	293.211.000
	77
	275.000.000
	47
	450.000.000
	125
	625.000.000
	674
	1.938.211.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemenuhan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
	Pengadaan alat bantu penyandang cacat dan meningkatnya kemampuan dan ketrampilan bagi penyandang cacat untuk dapat hidup mandiri.
	                     - 
	42 orang / 57.697.250
	orang
	58
	75.000.000
	67
	133.211.000
	47
	75.000.000
	17
	150.000.000
	75
	175.000.000
	264
	608.211.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
	Peningkatan ketrampilan dalam usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	85
	60.000.000
	60
	50.000.000
	30
	60.000.000
	30
	100.000.000
	50
	150.000.000
	255
	420.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat potensial
	Peningkatan  ketrampilan dalam usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat
	                     - 
	 80 orang / 55.206.733
	 orang 
	85
	60.000.000
	70
	50.000.000
	
	
	
	
	
	
	155
	110.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
	Meningkatnya keterampilan berusaha para penyandang penyakit sosial
	                   -   
	                   -   
	 orang 
	58
	50.000.000
	26
	30.000.000
	60
	70.000.000
	70
	100.000.000
	100
	150.000.000
	314
	400.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
	Peningkatan keterampilan dalam usaha ekonomi produktif bagi Eks Narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	58
	50.000.000
	26
	30.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	84
	80.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
	 
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	-
	-
	60
	70.000.000
	70
	100.000.000
	100
	150.000.000
	230
	320.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
	Meningkatnya keterampilan berusahanak panti dan PMKS serta terpenuhinya operasional panti asuhan/panti jompo
	 210 orang 
	 1.300 orang 
	 orang 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	100.000.000
	150
	100.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan dan bimbingan ketrampilan bagi anak dan remaja di panti asuhan
	Meningkatnya kemandirian anak dan remaja di panti asuhan
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	100.000.000
	150
	100.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tujuan 5. Meningkatkan dan menumbuhkan potensi sumber kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan sosial
	Indikator Tujuan 5.Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat penanganan PMKS
	Sasaran 5.1.                                Pemberdayaan Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi sosial, Lembaga Konseling kesejahteraan keluarga, CSR Kesejahteraan sosial, Wahana kesejahteraan berbasis masyarakat.
	Jumlah PSKS yang terlibat penanganan PMKS (PSKS)
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya peran serta lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	12 PSKS
	12 PSKS
	PSKS
	7
	805.000.000
	4
	491.000.000
	7
	523.800.000
	7
	1.198.000.000
	-
	1.440.000.000
	12
	4.457.800.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
	Sosialisasi lembaga Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) dan Corporation Social Responsibility (CSR)
	                     - 
	55 orang / 44.112.700
	orang
	100
	50.000.000
	100
	50.000.000
	100
	30.000.000
	100
	30.000.000
	100
	40.000.000
	500
	200.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Terbentuknya lembaga Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) dan Corporation Social Responsibility (CSR)  di Kab. Banyumas
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kaderisasi Saka Bina Sosial
	Menumbuhkan kemauan bagi  remaja untuk menjadi anggota saka bina sosial
	                     - 
	 50 orang / 35.395.000
	orang
	40
	50.000.000
	250
	50.000.000
	150
	25.000.000
	100
	25.000.000
	150
	50.000.000
	690
	200.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, evaluasi dan pembinaan Orsos, Karang Taruna dan PSM
	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi UKSBM
	                     - 
	12 PSKS / 34.170.000 
	PSKS
	3
	30.000.000
	-
	-
	3
	30.000.000
	3
	25.000.000
	-
	-
	9
	85.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Terlaksananya temu konsultasi Orsos/ ordes
	                     - 
	                     - 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penilaian dan pengiriman Karang Taruna, PSM, Orsos berprestasi dan pelatihan bagi Karang Taruna, PSM dan Orsos
	Terkirimnya KT, PSM, Orsos berprestasi ke Provinsi dan Nasional, Terkirimnya peserta pelatihan KT, PSM dan Orsos ke luar daerah.
	                     - 
	 4 PSKS /92.670.500 
	 PSKS 
	4
	75.000.000
	4
	75.000.000
	4
	93.000.000
	4
	93.000.000
	-
	-
	12
	336.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, evaluasi dan pembinaan Orsos, Karang Taruna dan PSM dan Penilaian dan pengiriman Karang Taruna, PSM, Orsos berprestasi dan pelatihan bagi Karang Taruna, PSM dan Orsos
	1. Tean darlaksananya pamantauan kualitas orsos karang taruna dan PSM dalam memberikan pelayanan dan menangani permasalahan sosial 2. Terlaksananya pemberian motivasi, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar meningkatkan kinerjanya
	                     - 
	                     - 
	 PSKS 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	175.000.000
	8
	175.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bintek usaha kesejahteraan sosial dan bintek manajemen UEP bagi Karang Taruna dan PSM
	Meningkatnya ketrampilan para anggota Karang Taruna dan PSM
	                     - 
	339 orang/ 68.604.500
	orang
	265
	75.000.000
	125
	40.000.000
	150
	50.000.000
	150
	50.000.000
	300
	100.000.000
	990
	315.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bulan Bhakti Karang Taruna se Kabupaten Banyumas
	Terlaksananya Bhakti Sosial KT, Bimbingan Sosial  anggota KT, Pameran Hasil Karya Karang Taruna, Outbond bagi anggota Karang Taruna
	 300 orang/149.366.500
	 300 orang/146.409.000
	orang
	300
	450.000.000
	400
	126.000.000
	400
	100.000.000
	770
	475.000.000
	800
	500.000.000
	2.670
	1.651.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
	Terfasilitasinya tenaga TKSK dalam rangka penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial
	 27 orang TKSK/146.280.000
	 27 orang TKSK/97.955.000
	orang/ TKSK
	27
	75.000.000
	27
	150.000.000
	27
	195.800.000
	27
	500.000.000
	27
	500.000.000
	27
	1.420.800.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya motivasi, pengetahuan dan kemampuan LKS dalam penanganan kesejahteraan sosial
	 
	 
	LKS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	75.000.000
	5
	75.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	 
	 
	 
	 
	
	6.185.000.000
	
	8.740.369.500
	
	7.306.000.000
	
	8.931.290.000
	
	10.931.290.000
	-
	42.093.949.500
	 

	11
	Tujuan . 8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan
	Indikator Tujuan 8. Terwujudnya kemampuan kelembagaan desa dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan
	Sasaran 8.1.                              Kelembagaan masyarakat desa
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Predesaan
	Meningkatnya Pemantapan kelembagaan, kehidupan sosial budaya  dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat
	 
	 
	desa
	98
	150.000.000
	118
	1.092.700.000
	95
	350.000.000
	331
	486.290.000
	110
	1.181.290.000
	331
	3.260.280.000
	DINSOSPERMASDES

	
	Tujuan 7. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa  menuju kesejahteraan masyarakat
	Indikator Tujuan 7. Tingkat keberdayaan masyarakat mengelola potensi/ kearifan lokal melalui kader masyarakat desa
	Sasaran 7.1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi/ kearifan lokal
	LPM Berprestasi (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	orang
	-
	
	23
	
	-
	
	-
	
	300
	
	323
	-
	 

	
	Tujuan 9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan  lingkungan serta pemanfaatan  Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat
	Indikator Tujuan 9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
	Sasaran 9.1.                              Meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
	Terfasilitasinya badan pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi (BP, SPAM) dan KPM (kader pemberdayaan masyarakat) dari 68 Desa
	136
	136
	desa
	68
	75.000.000
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	0
	68
	75.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
	Penguatan Kelembagaan adat istiadat budaya masyarakat desa di wilayah, LPMK, LPMD dan BPD
	 
	      3.110.000 
	 desa 
	30
	75.000.000
	30
	175.000.000
	30
	150.000.000
	331
	195.000.000
	60
	370.000.000
	331
	965.000.000
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
	Terlaksananya pelatihan teknis bagi  pengurus UPK, Tenaga Verivikator, Anggota BP-UPK,  anggota BP SPAMS di 27 Kecamatan
	                     - 
	                     - 
	desa
	-
	-
	60
	50.000.000
	60
	125.000.000
	60
	75.000.000
	-
	-
	180
	250.000.000
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggara an Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
	27 Pos Pelayanan   Teknologi (Posyantek)            
	                     - 
	                     - 
	desa
	-
	-
	5
	200.000.000
	5
	75.000.000
	5
	75.000.000
	5
	100.000.000
	20
	450.000.000
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   25 Warung Teknologi (Wartek) 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Desa Usaha Mandiri
	Terfasilitasinya pengembangan desa usaha mandiri
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	23
	667.700.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23
	667.700.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengintegrasian perencanaan air minum dan sanitasi ( PJM - Pro Aksi )
	Terintegrasinya PJM - Proaksi dalam perencanaan dan penyangga dalam desa (RPJM Desa/ RKP Desa).         
	                     - 
	                     - 
	 orang 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	250.000.000
	300
	250.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Terlaksananya pembinaan dan Penguatan kinerja Pokja AMPL, BPS PAMS dan Kader Masyarakat untuk AMPL studi banding ke lokasi pengelolaan BPS PAMS bagi Pokja AMPL BPS PAMS dan Kader Masyarakat.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kearifan lokal
	terlaksananya penggalian potensi lokal berbasis OVOP
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	200.000.000
	30
	200.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa
	Pendayagunaan potensi desa sesuai tipologi desa melalui pelatihan dan pendampingan
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	120.000.000
	15
	120.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
	Terlaksananya pengembangan SID
	                     - 
	                     - 
	 keg 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	62.790.000
	1
	62.790.000
	2
	125.580.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pendamping Kelembagaan Desa dan Kelurahan
	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
	                     - 
	                     - 
	 
	
	
	
	
	
	
	331
	78.500.000
	331
	78.500.000
	331
	157.000.000
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	Tujuan 10. Mengembangkan kapasitas dan ketrampilan masyarakat desa dalam kegiatan usaha ekonomi produktf  
	Indikator Tujuan 10. Terwujudnya aset kolektif yang dikelola oleh masyarakat
	Sasaran 10.1.                               Berkembangnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat
	Pemeliharaan pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENGEM BANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
	Meningkatnya pengembang an Usaha ekonomi Masyarakat.
	 
	 
	desa
	301
	3.410.000.000
	301
	3.553.000.000
	301
	3.475.000.000
	20
	3.275.000.000
	45
	3.850.000.000
	301
	17.563.000.000
	

	 
	Tujuan 11. Mengembangkan jaringan usaha ekonomi masyarakat desa
	Indikator Tujuan 11.Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat
	Sasaran 11.1.                               Berkembangnya jaringan usaha ekonomi masyarakat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	orang
	60
	
	108
	
	108
	
	130
	
	225
	
	631
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
	Meningkatnya keterampilan manajenen BUMDES dan Pasar Desa
	                     - 
	                     - 
	desa
	60
	250.000.000
	60
	178.000.000
	60
	100.000.000
	20
	100.000.000
	25
	125.000.000
	225
	753.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
	Terfailitasinya UEDSP dan UP2PKK 
	                     - 
	                     - 
	orang
	60
	100.000.000
	60
	50.000.000
	60
	75.000.000
	-
	-
	-
	-
	180
	225.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
	Terfasilitasinya permodalan bagi BUMDES dan Pasar Desa 
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	75.000.000
	125
	100.000.000
	175
	175.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
	                     - 
	                     - 
	desa
	301
	60.000.000
	301
	75.000.000
	301
	100.000.000
	-
	-
	
	
	301
	235.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan Lingkungan Sosial ( Pelatihan Peningkatan Ketrampilan pada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif )
	Meningkatnya kemampuan menajemen pelaku usaha pada desa penghasil cengkeh dan tembakau
	                     - 
	                     - 
	orang
	-
	-
	24
	250.000.000
	24
	200.000.000
	40
	100.000.000
	50
	125.000.000
	138
	675.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bankeu  Pasar Desa dan Bumdes
	Terlaksananya pembangunan/revitalisasi pasar desa dan penyertaan modal bumdes
	
	
	desa
	17
	3.000.000.000
	17
	3.000.000.000
	17
	3.000.000.000
	18
	3.000.000.000
	20
	3.400.000.000
	89
	15.400.000.000
	BKD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan pada Pasar Desa
	Terpantaunya Pelaksanaan Bantuan Keuangan bagi Pasar Desa
	                     - 
	                     - 
	desa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	100.000.000
	20
	100.000.000
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	Tujuan 6. Meningkatkan budaya gotong royong dan kinerja kelompok usaha ekonomi masyarakat
	Indikator Tujuan 6. terwujudnya gotong royong dan swadaya masyarakat 
	Sasaran 6.1. Terlaksananya kegiatan gotong royong dan pelatihan bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat desa
	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (juta rupiah)
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
	 
	 
	 desa 
	301
	1.825.000.000
	301
	2.429.334.500
	301
	2.421.000.000
	301
	4.000.000.000
	301
	4.900.000.000
	301
	15.575.334.500
	

	 
	Tujuan 12. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan 
	Indikator Tujuan 12.Tingkat perkembangan ekonomi masyarakat
	Sasaran 12.1. masyarakat di kawasan perdesaan
	Jumlah LSM (LSM)
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
	Terfasilitasinya kegiatan lomba desa, BBGRM, KKN dan PMT-AS
	                     - 
	                     - 
	desa
	5
	250.000.000
	5
	189.334.500
	5
	62.500.000
	1
	200.000.000
	5
	200.000.000
	21
	901.834.500
	

	 
	Tujuan 13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dan partisipasi dalam pengelolaan pembangunan
	Indikator Tujuan 13.Meningkatnya profesionalisme kelembagaan dan partisipasi masyarakat
	Sasaran 13.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
	a.Teridentifikasi nya kinerja kelembagaan UPK, BKAD, PL dan PPD, Terlaksananya fasilitasi PNPM MD
	40.000.000
	36.603.000
	desa
	19
	150.000.000
	19
	50.000.000
	19
	10.000.000
	-
	-
	-
	-
	57
	210.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	b. Terlaksananya Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan (PJO Kec, BKAD, BP-UPK, UPK dan Tim Verifikasi)                    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             - 
	                               - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	c. Meningkatnya kinerja pengurus kelembagaan pendukung PNPM-MD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             - 
	                               - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemberian stimulan pembangunan desa
	2 kegiatan TMMD Reguler 
	                     - 
	                     - 
	desa
	5
	150.000.000
	5
	250.000.000
	5
	400.000.000
	-
	-
	-
	-
	15
	800.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 kegiatan TMMD Sengkuyung
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi  TMMD dan Bhakti TNI
	Terlaksananya kegiatan TMMD dan Bhakti TNI di 4 desa 
	150.000.000
	150.000.000
	desa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	525.000.000
	7
	550.000.000
	14
	1.075.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bankeu  Fisik TMMD
	Terlaksananya pembangunan fisik/ insfrastruktur kegiatan TMMD di desa
	
	
	desa
	2
	900.000.000
	2
	1.000.000.000
	2
	1.000.000.000
	3
	2.250.000.000
	3
	2.250.000.000
	12
	7.400.000.000
	BKD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bankeu Fisik  Bakti TNI
	Terlaksananya pembangunan fisik/ insfrastruktur kegiatan Bakti TNI di desa
	
	
	desa
	3
	300.000.000
	3
	450.000.000
	3
	450.000.000
	5
	750.000.000
	5
	750.000.000
	19
	2.700.000.000
	BKD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD, UMRK, TPP dan Bantuan Keuangan
	Terkendalinya bantuan hibah uang dan barang serta bantuan sosial
	301
	301
	desa
	301
	75.000.000
	301
	75.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	301
	150.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musdes, Musren bangdes dan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23
	40.000.000
	-
	-
	23
	40.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	Terbentuknya Kawasan Perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16
	40.000.000
	-
	-
	16
	40.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan pedesaan
	1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musdes, Musren bangdes dan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2. Terbentuknya Kawasan Perdesaan dan pembangunan kawasan perdesaan
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	76
	300.000.000
	76
	300.000.000
	1. 46 ds.   2. 30 ds

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendampingan Masyarakat Desa
	Terlaksananya kegiatan pembelajaran dan pendampingan masyarakat desa
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	301
	75.000.000
	-
	-
	301
	75.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, Evaluasi & Pelapo ran Pemberdayaan Masyarakat
	Termonitornya kegiatan pemberdayaan masyarakat & bantuan keuangan
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	301
	75.000.000
	301
	75.000.000
	301
	50.000.000
	-
	-
	301
	200.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendampingan Masyarakat Desa
	1. Terlaksananya kegiatan pembelajaran dan pendampingan masyarakat desa 2. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3.Pemantauan program pemberdayaan masyarakat
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	301
	450.000.000
	301
	450.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program PNPM Mandiri Perdesaan
	Terfasilitasinya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di 19 Kecamatan di Kabupaten Banyumas
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	21
	150.000.000
	21
	75.000.000
	-
	-
	-
	-
	42
	225.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, Evaluasi & Pelapo ran Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya monev desa usaha mandiri, desa berdikari, desa mandiri sejahtera
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	70.000.000
	-
	-
	301
	70.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan, pembangunan masyarakat desa
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	15
	100.000.000
	15
	100.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Belanja Operasional Pendampingan KPMD ( Bangub)
	Terfasilitasnya Belanja Operasional Bantuan Keuangan Pendampingan KPMD (Bangub)
	                     - 
	                     - 
	 
	-
	-
	-
	-
	3
	301.000.000
	-
	-
	301
	100.000.000
	301
	401.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Belanja operasional keuangan bantuan keuangan, desa berdikari, desa pemula, dan desa pratama (Ban Gub)
	Terfasilitasnya Belanja Operasional Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Ban Gub)
	                     - 
	                     - 
	 desa 
	
	
	3
	190.000.000
	3
	47.500.000
	-
	-
	3
	100.000.000
	9
	337.500.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Belanja Operasional Pendamping bantuan gubernur
	Terfasilitasinya operasional pendamping bantuan gubernur
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	100.000.000
	3
	100.000.000
	

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
	Meningkatnya Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa   
	 
	 
	desa
	
	-
	60
	865.335.000
	120
	240.000.000
	301
	370.000.000
	61
	150.000.000
	301
	1.625.335.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan 
	                     - 
	                     - 
	desa
	
	
	
	
	60
	75.000.000
	14
	50.000.000
	61
	150.000.000
	135
	275.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
	Pelatihan Peningkatan pengetahuan & keterampilan Kasi Pemerintahan kasi permas di Kecamatan,  PPTKD Bendaharawan Desa (ADD) 
	                     - 
	                     - 
	desa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	74
	100.000.000
	-
	-
	74
	100.000.000
	

	i
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lokasi 301 Desa   27 Kecamatan di   6 eks kawedanan
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
	Pengolahan dan Publikasi data Profil Desa dan Kelurahan,
	                     - 
	                     - 
	desa
	-
	-
	60
	265.335.000
	60
	165.000.000
	301
	100.000.000
	-
	-
	301
	530.335.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penetapan Potensi Umum dan potensi  Pengembangan  untuk menetapkan tipologi Desa
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pendayagunaan data keluarga, potensi desa dalam sistim perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan, pembangunan masyarakat desa
	                     - 
	                     - 
	desa
	
	-
	-
	-
	-
	-
	301
	120.000.000
	-
	-
	301
	120.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Latsitarda Nusantara
	Terlaksananya upacara pembukaan/penutupan dan terfasilitasinya kegiatan Latsitarda Nusantara XXXV tahun 2015  
	 
	 
	keg 
	
	
	1
	600.000.000
	
	
	
	
	
	
	1
	600.000.000
	

	15
	Tujuan . 8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan
	 
	Sasaran 8.1.                              Kelembagaan masyarakat desa
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  (kelompok)
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
	Meningkatnya keberdayaan perempuan di pedesaan dalam kegiatan ekonomi produktif 
	 
	 
	desa
	331
	800.000.000
	331
	800.000.000
	331
	820.000.000
	331
	800.000.000
	331
	850.000.000
	331
	4.070.000.000
	

	 
	 
	 
	 
	PKK aktif  (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi Kegiatan PKK
	Tim Penggerak PKK dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten
	                     - 
	                     - 
	desa/kel
	331
	800.000.000
	331
	800.000.000
	331
	820.000.000
	331
	800.000.000
	331
	850.000.000
	331
	4.070.000.000
	


Berdasarkan tabel diatas terindikasi bahwa jumlah anggaran yang direncanakan pada Dinsospermasdes Kab. Banyumas selama periode Renstra (2014-2018)  secara keseluruhan adalah Rp 96.996.070.100,- yang terdiri dari :
·  Non Urusan Rp 12.797.845.800,-

·  Urusan Sosial Rp 42.104.274.800,- 
Dari jumlah tersebut pada urusan sosial sejumlah Rp 3.574.800.000,- (tahun 2016 s.d. 2018) digunakan untuk bantuan bagi lansia terlantar yang mekanisme pembayarannya melalui dinas/badan keuangan daerah.

·  Urusan Pemberdayaan Masyarakat Rp 42.093.949.500,-

Dari jumlah tersebut pada urusan pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp 15.400.000.000,- untuk Bankeu pembangunan/renovasi pasar desa dan Bankeu Bumdes (Tahun 2014 s.d. 2018).

Untuk Bankeu untuk pembangunan fisik kegiatan TMMD sejumlah Rp 7.400.000.000,- (Tahun 2014 s.d. 2018).
Untuk Bankeu untuk pembangunan fisik kegiatan Bakti TNI sejumlah Rp 2.700.000.000,- (Tahun 2014 s.d. 2018).

Rencana kebutuhan anggaran tersebut digunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian target-target dalam RPJMD/IKU/SPM.

Segala sumber daya akan digunakan untuk pencapaian target-target yang telah direncanakan, sehingga permasalahan berkaitan dengan  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat sesegera mungkin  teratasi sebagai wujud dari keadilan sosial. Demikian pula pemberdayaan masyarakat khususnya di desa yang banyak kantong-kantong miskinnya dapat segera diwujudkan dengan baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat terutama di daerah pinggiran, tertinggal ataupun desa.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu RENSTRA Tahun 2013 – 2018, secara garis besar dapat dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini.
Sebagai dokumen perencanaan, Renstra OPD dijadikan dasar evaluasi atas laporan pelaksanaan  kinerja tahunan. Dengan evaluasi tersebut dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang sehingga tujuan dapat tercapai. 
Untuk itu diperlukan suatu indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Jika dalam perjalanannya indikator kinerja dimaksud tidak tercapai, maka perlu adanya evaluasi atas pencapaian indikator kinerja dimaksud dan dapat dilakukan revisi.
Dinsospermasdes mempunyai Kinerja pokok dalam hal Pelayanan pada urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat. Dengan tugas tersebut diharapkan bahwa akan tercapai Penerbitan/Penetapan Perda sesuai dengan target. 
Sebenarnya cukup banyak dari permasalahan yang muncul di wilayah Kabupaten Banyumas, seperti keterbatasan lahan, keterbatasan daya dukung lingkungan hidup untuk pembangunan, pengangguran yang masih cukup tinggi, jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi dll. Sehingga dengan adanya pelayanan oleh Dinsospermasdes diharapkan akan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, sehingga kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
Indikator-indikator kinerja OPD yang dimunculkan akan mengacu kepada Permensos Nomor 129/HUK/2007 Tentang SPM. Selain indikator kinerja SPM juga terdapat indikator kinerja yang mengacu RPJMD Kabupaten serta Indikator Kinerja Utama OPD.
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.
Tabel 6.1. 
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,
 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan SPM
	No
	Jenis pelayanan
	Indikator
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	

	
	
	
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	
	KET

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	 
	Urusaan Sosial
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Sarana  sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (bh)
	Jumlah sarana sosial seperti panti jompo, panti asuhan dan panti rehabilitasi sosial
	15
	15
	16
	16
	16
	16
	16
	RPJMD/IKU

	2
	Penyediaan Sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota
	Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 
	63
	63
	67
	67
	67
	67
	67
	SPM

	3
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti sosial (WKSBM) 
	Prosentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat  (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
	12,5
	15
	17,5
	20
	22,5
	25
	25
	SPM

	4
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
	Jumlah PMKS yang ditangani
	1.537
	1.486
	2.946
	4.415
	6.155
	7.925
	7.500
	IKU

	
	
	Persentase (%) PMKS skala Kab./Kota yang mendapat penanganan sosial
	-
	27,57
	26,66
	30,22
	45,45
	46,39
	46,39
	IKK

	7
	Pemberian Bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kabupaten/Kota
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
	74
	74
	77
	79
	79
	79
	79
	SPM

	8
	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota
	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis
	
	0,13
	0,28
	0,43
	
1,43
	2,43
	2,43
	SPM

	9
	Bantuan sosial bagi Korban Bencana skala kabupaten/kota 
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	85
	SPM

	10
	Evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	85
	SPM

	11
	Jaminan Sosial bagi Penyandang cacat fisik dan mental serta Lansia tidak Potensial (%)
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
	1,87
	2,24
	2,49
	2,74
	3,01
	3,31
	3,31
	SPM

	12
	Pemdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
	Jumlah PSKS yang diberdayakan
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	IKU

	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  (%)
	
	36,94
	37,07
	37,2
	37,33
	37,46
	37,59
	37,59
	RPJMD/IKU

	2
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  (kelompok)
	
	116
	118
	120
	123
	125
	127
	127
	RPJMD/IKU

	3
	Jumlah LSM (LSM)
	
	91
	100
	109
	118
	127
	136
	136
	RPJMD/IKU

	4
	LPM  Berprestasi  (%)
	
	0,3
	0,91
	0,91
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	RPJMD/IKU

	5
	PKK aktif  (%)
	
	68,29
	68,39
	68,85
	68,82
	69,99
	70,28
	70,28
	RPJMD/IKU

	6
	Posyandu aktif  (%)
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	RPJMD/IKU

	7
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta rupiah)
	
	928
	1.000
	1.142
	1.286
	1.428
	1.571
	1.571
	RPJMD/IKU

	8
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)
	
	42,86
	57,14
	57,14
	57,14
	57,14
	57,14
	57,14
	RPJMD/IKU


Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan pada urusan sosial maupun pemberdayaan masyarakat.
Indikator tersebut meliputi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator RPJMD Kabupaten Banyumas serta Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. Indikator SPM adala indikator yang telah ditetapkan secara nasional melalui kementrian dalam hal ini kementrian sosial. Indikator dalam RPJMD adalah indikator yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Sedangkan IKU adalah Indikator yang ditetapkan oleh OPD untuk melengkapi indikator RPJMD ataupun SPM.
Cascading

Cascading adalah pembagian tugas fungsi dan target kinerja berdasarkan tingkatan eselon.

· Cascading kinerja untuk Kepala OPD adalah Indikator Kin`erja Utama (IKU)/RPJMD/SPM, sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1.
· Cascading untuk Sekretaris/Kabid adalah Program untuk membantu pencapaian IKU/RPJMD/SPM.

Tabel 6.2.

Cascading Program

	NO
	NAMA PROGRAM
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET KINERJA

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran


	60 bln

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana


	60 bln

	3
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaoran capaian kinerja dan keuangan


	21 dok

	4
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Meningkatnya keterampilan berusaha dan kemandirian  PMKS


	6.049 org

	5
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.


	5.418 org

	6
	Pogram Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	Meningkatnya Penanganan penyandang cacat dan trauma


	674 org

	7
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
	Meningkatnya keterampilan berusaha para lanjut usia dan PMKS serta terpenuhinya operasional panti asuhan/panti jompo


	150 org

	8
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
	Meningkatnya keterampilan berusaha para penyandang penyakit sosial


	314 org

	9
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya peran serta lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.


	12 PSKS

	10
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Meningkatnya Pemantapan kelembagaan, kehidupan sosial budaya  dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat


	331 desa/kel.

	11
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
	Meningkatnya pengembang an Usaha ekonomi Masyarakat.


	301 desa

	12
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna


	301 desa

	13
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
	Meningkatnya Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa


	301 desa

	14
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
	Meningkatnya keberdayaan perempuan di pedesaan dalam kegiatan ekonomi produktif


	331 desa/kel.


· Cascading untuk Kasubag/Kasi adalah Kegiatan untuk membantu pencapaian program serta IKU/RPJMD/SPM, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.
Dengan pembagian tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan cascading, maka pencapaian target dimaksudkan akan lebih terarah dan fokus.

Rencana Aksi Kinerja

Berdasarkan Tujuan organisasi dapat ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Kinerja yang merupakan penjabaran tujuan yang meliputi sasaran strategis, indikator sasaran strategis, program beserta indikator program, kegiatan beserta indikator kegiatan, serta rencana aksi kegiatan yaug merupakan penjabaran kegiatan untuk mencapai target kinerja kegiatan, anggaran serta jadwal kegiatan. Rencana aksi kegiatan ini akan menimbulkan feedback yaitu mendukung   pencapaian indikator kinerja program, kemudian mendukung indikator kinerja sasaran strategis, yang pada akhirnya mendukung  indikator kinerja tujuan dalam kurung waktu 5 tahun yaitu RPJMD ataupun Indikator Kinerja Utama OPD. Juga akan mendukung  pencapaian indikator kinerja pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional khususnya untuk urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini urusan sosial. Berkaitan dengan SPM ada hubungannya dengan instansi / lembaga /organisasi di luar dinas sosial, karena instansi/ lembaga / organisasi lainnya tersebut  mempunyai peran untuk ikut andil mendukung dan masuk hitungan untuk pencapaian target kinerja SPM.

Rencana Aksi kinerja ini ditetapkan tiap tahunnya selama periode 5 tahun. Rencana aksi kinerja akan mempunyai arti strategis  dan memberi arah yang jelas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Gambaran Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dijabarkan diatas dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 6.3.
RENCANA AKSI KINERJA
DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	TARGET
	PROGRAM/KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
	TARGET KEGIATAN
	SATUAN
	RENCANA AKSI
	ANGGARAN (Rp)
	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG dan PPTK)
	JADWAL KEGIATAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	Total 
	 
	 
	 
	 
	   9.065.000.000 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Non Urusan
	 
	 
	 
	 
	2.128.000.000
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Urusan Sosial
	 
	 
	 
	 
	   4.582.000.000 
	 
	 
	 

	 
	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan
	Pelayanan administrasi yang prima
	 
	 
	 
	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran
	12
	bln
	 
	1.497.000.000
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Terpenuhi Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran.
	12
	bln
	Pembayaran rek. Listrik, terlpon, air minum dan pengisian tabung gas
	104.000.000
	Sekretariat, Kasubag Umum 
	Tw I
	2,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	3,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	4,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw VI
	1,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkatnya sarana prasarana aparatur
	12
	bln
	 
	581.000.000
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 
	12
	bln
	Menyiapkan pembayaran dan melakukan pengadaan barang untuk peralatan dan perlengkapan kantor
	150.000.000
	Sekretariat, Kasubag Umum 
	Tw I
	3,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	1,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	5,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	1,3

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Meningkatnya sistem pelaoran capaian kinerja dan keuangan
	6
	dok
	 
	50.000.000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja skpd
	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
	6
	dok
	Rapat Kerja, workshop sosial,Menyusun dokumen renstra,renja,RKT, PK,IKU, LPPD, menyusun LKjIP, melaksanakan rapat dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi
	50.000.000
	Kasubag Perencanaan
	Tw I
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	1

	 
	Sasaran 1.1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
	Jumlah PMKS yang dilatih /diberi bantuan (org)
	 
	935
	Tw I
	 
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Meningkatnya keterampilan berusaha dan kemandirian  PMKS 
	605
	org
	 
	1.254.000.000
	 
	Tw I
	 100

	
	
	
	
	
	Tw II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	 230

	
	
	
	
	
	Tw III
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	 125

	
	
	
	
	
	Tw VI
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	 50

	12
	Sasaran 2.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan  dan jaminan  sosial
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
	Terlaksananya pembinaan/pelatihan petugas pendamping sosial terdiri dari  TKSK,  Toga, Tomas, Karang Taruna, PKK, Perangkat Desa dan Kecamatan
	300
	org
	Melaksanakan Sosialisasi untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuan antara TKSK dan PSM
	44.000.000
	Kasi Rehabilitasi Sosial
	Tw I
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	 

	 
	Sasaran 2.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan  dan jaminan  sosial
	Jumlah PMKS yang direhabilitasi (org)
	 
	719
	Tw I
	150
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
	787
	org
	 
	1.780.000.000
	 
	Tw I
	164

	
	
	
	
	
	Tw II
	242
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	265

	
	
	
	
	
	Tw III
	187
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	205

	
	
	
	
	
	Tw IV
	140
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	153

	25
	Sasaran 3.1. Meningkatnya PMKS yang mendapat pelayanan psikososial dan yang terkirim ke panti rehabilitasi sosial
	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi
	Buah
	16
	Tw I
	 
	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
	Menghimpun pengajuan permohonan bantuan, seleksi administrasi, pemberian dan penyerahan bantuan
	60
	org
	
	100.000.000
	Kasi Rehabilitasi Sosial                Karsono, SE
	Tw I
	15

	
	
	
	
	
	Tw II
	16
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	15

	
	
	
	
	
	Tw III
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	15

	
	
	
	
	
	Tw IV
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	15

	 
	 
	Jumlah penyandang cacat yang dilatih / diberi bantuan (org)
	 
	61
	Tw I
	6
	Pogram Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	Meningkatnya Penanganan penyandang cacat dan trauma 
	47
	org
	 
	250.000.000
	 
	Tw I
	5

	
	
	
	
	
	Tw II
	7
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	5

	
	
	
	
	
	Tw III
	48
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	37

	
	
	
	
	
	Tw IV
	0
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	0

	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemenuhan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
	Terpenuhinya alat bantu penyandang cacat dan trauma  berupa kursi roda standar, kursi roda khusus atlet, tongkat pyramid, tongkat tuna netra, alat bantu dengar, crutches (kruk) kepada penyandang cacat
	17
	org
	Pengadaan bahan peralatan kerja, pembinaan calon dan pendamping penerima manfaat, penyerahan bantuan (alat bantu)
	      150.000.000 
	Kasi Rehabilitasi Sosial            
	Tw I
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw III
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat perdesaan
	331
	kelompok/desa
	 
	300.000.000
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Sasaran 8.1.                              Kelembagaan masyarakat desa
	Rata-rata jumlah kelompok binaan 
	 
	37,5
	Tw I
	 
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 
	Terwujudnya Pemantapan kelembagaan, kehidupan Sosial 
	86
	kelompok
	EPDES/Kel

Lomba Desa
	150.000.000
	Kasi Pengembangan Kapasitas 
	Tw I
	331

	
	
	
	
	
	Tw II
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Tw II
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)
	
	
	Tw III
	 
	Perdesaan
	dan budaya pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat
	
	
	Penilaian Posyandu

 
	
	Masyarakat Desa,                   Sri Hartati, S,IP
	Tw III
	27

	
	
	
	
	
	Tw IV
	37,5
	
	
	
	
	
	
	
	Tw IV
	 


BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, dan memperhitungkan potensi ( peluang dan tantangan ).
Rencana Strategis ini untuk dijadikan pedoman / acuan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian visi misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018  merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Banyumas tahun 2005 - 2025. 

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja OPD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Banyumas.
Rencana Strategis (Renstra) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas  dan fungsi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas
Sebagai dokumen perencanaan, Renstra OPD dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan evaluasi tersebut dapat ditentukan strategi untuk pengembangan pelayanan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dimasa yang akan datang
Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Renstra Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ini belum sepenuhnya sempurna , sehingga masih diperlukan adanya kerja keras dari jajaran Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas sebagai pelaksanannya dan kami juga mengharapkan masukan, kritik dan saran dari  semua pihak bagi kesempurnaan  Renstra ini.
         Demikian dokumen Renstra Revisi ini dibuat untuk selanjutnya dapat sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya yaitu Renja OPD  dan Perencanaan Program Kegiatan. Kemudian atas bantuan dan kerja sama yang baik dari semua pihak kami sampaikan terima kasih.
Purwokerto,    Oktober  2017
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Banyumas

ABDULLAH MUHAMMAD,SH,M.Hum

Pembina Utama Muda
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